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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga buku Pengantar Hukum Dagang ini dapat
hadir di tengah khalayak pembaca. Kehadiran buku ini didasarkan
pada kesadaran akan pentingnya memahami seluk-beluk hukum yang
mengatur kegiatan perdagangan dan bisnis, yang merupakan nadi
penggerak perekonomian modern.

Hukum Dagang (atau Hukum Bisnis) bukanlah sekadar kumpulan
pasal-pasal yang kaku, melainkan sebuah kerangka hukum dinamis
yang menjadi landasan bagi setiap transaksi, kontrak, dan entitas
usaha. Dalam era globalisasi dan kompleksitas pasar saat ini,
pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar
Hukum Dagang menjadi kebutuhan esensial, tidak hanya bagi
mahasiswa fakultas hukum, tetapi juga bagi para praktisi, pebisnis,
wirausahawan, dan siapa pun yang berkecimpung dalam dunia usaha.

Buku ini dirancang sebagai pengantar yang sistematis dan mudah
dipahami. Kami berusaha menyajikan konsep-konsep inti Hukum
Dagang, mulai dari sumber-sumber hukum, subjek hukum dagang
(pedagang dan perusahaan), surat-surat berharga, hingga dasar-dasar
kepailitan dan hak kekayaan intelektual, dengan bahasa yang lugas
dan relevan. Tujuannya adalah menjembatani kesenjangan antara
teori hukum yang dipelajari di bangku kuliah dengan realitas praktik
bisnis sehari-hari.

Akhir kata, semoga buku Pengantar Hukum Dagang ini dapat
menjadi panduan yang berharga, membuka wawasan, dan
memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman kita
bersama tentang pentingnya legalitas dan etika dalam menjalankan
kegiatan bisnis.

Penulis
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PENGANTAR DAN
KONSEP HUKUM

DAGANG

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang




Pengantar dan Konsep Hukum Dagang

Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur
kegiatan manusia dalam bidang perdagangan, baik yang dilakukan
oleh individu maupun badan hukum. Secara historis, hukum dagang
berkembang dari praktik perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Eropa
pada abad pertengahan yang kemudian dikodifikasikan dalam Code de
Commerce Prancis tahun 1807, yang menjadi dasar bagi
perkembangan hukum dagang modern di banyak negara, termasuk
Indonesia (Mertokusumo, 2010).

Di Indonesia, ketentuan hukum dagang sebagian besar masih
bersumber dari Wetboek van Koophandel (KUHD) peninggalan
Belanda, yang berlaku berdasarkan asas konkordansi hukum dengan
Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata). Namun, perkembangan zaman
telah menuntut reformasi hukum dagang agar sesuai dengan dinamika
perdagangan nasional dan global (Subekti, 2008). Keberadaan KUHD
tetap relevan karena memberikan dasar normatif bagi praktik
perdagangan di Indonesia hingga saat ini. Namun, seiring
perkembangan perekonomian global dan kemajuan teknologi,
pengaturan hukum dagang modern telah mengalami perluasan
melalui berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang
Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang
Pasar Modal.

Secara akademis, para ahli memberikan definisi yang bervariasi
terhadap hukum dagang. Subekti mendefinisikan hukum dagang
sebagai bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum
antara manusia dan badan hukum dalam bidang perdagangan
(Subekti, 2008). Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyebut
hukum dagang sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur
kegiatan perniagaan dan usaha yang dilakukan dengan tujuan
memperoleh keuntungan (Mertokusumo, 2010). Definisi tersebut
menegaskan bahwa hukum dagang tidak hanya mengatur tentang
kegiatan jual beli, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas ekonomi
yang bersifat komersial, termasuk transaksi jasa, investasi, dan
kegiatan industri.

Selain itu, hukum dagang juga memiliki ciri khas yang
membedakannya dari hukum perdata pada umumnya, antara lain
(Fuady, 2017):
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1. Sifatnya yang dinamis, karena harus mengikuti perkembangan
ekonomi dan teknologi.

2. Bersifat formal, sebab menuntut bukti tertulis dan publikasi dalam
berbagai kegiatan usaha.

3. Bersifat mengatur hubungan antara pengusaha, bukan hubungan
pribadi seperti dalam hukum keluarga atau waris.

Oleh karena itu, hukum dagang dapat dipahami sebagai
keseluruhan peraturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang
dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan melibatkan pelaku usaha sebagai subjek hukumnya
(Muhammad, 2010).

Ruang Lingkup Hukum Dagang
Ruang lingkup hukum dagang mencakup seluruh aspek kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum dengan
tujuan mencari keuntungan secara terus-menerus. Secara umum,
hukum dagang mengatur hubungan hukum yang timbul dari kegiatan
perniagaan, industri, dan jasa yang dilakukan dalam kerangka sistem
ekonomi pasar (Fuady, 2017). Oleh karena itu, ruang lingkup hukum
dagang sangat luas dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat
serta dinamika perdagangan global.

Pada dasarnya, hukum dagang di Indonesia bersumber pada
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang terdiri atas dua
buku, yaitu:

1. Buku I yang mengatur tentang perdagangan pada umumnya
(algemene bepalingen van den koophandel), meliputi ketentuan
mengenai pelaku usaha, perikatan dagang, dan surat berharga.

2. Buku II yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang
timbul dari kegiatan pelayaran (zeehandel en scheepvaart).
Namun, seiring perkembangan ekonomi modern, banyak

ketentuan dalam KUHD yang sudah tidak memadai. Oleh karena itu,
ruang lingkup hukum dagang saat ini juga mencakup berbagai bidang
baru yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Secara garis besar,
ruang lingkup hukum dagang dapat dibagi menjadi beberapa
kelompok utama sebagai berikut:
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1. Perusahaan dan Pelaku Usaha
Bagian ini mengatur status hukum perusahaan, bentuk badan
usaha (seperti Firma, CV, dan PT), serta kewajiban administratif
seperti pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara
(Muhammad, 2010). Hukum dagang memberikan perlindungan
terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha, termasuk aspek
tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

2. Perikatan Dagang
Ruang lingkup ini mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak
dalam kegiatan komersial, seperti jual beli, sewa menyewa, dan
pemberian jasa. Perikatan dagang bersifat khusus karena biasanya
dilakukan secara berulang dan memerlukan bukti tertulis, seperti
kontrak atau perjanjian dagang (Khairandy, 2015).

3. SuratBerharga
Hukum dagangjuga mencakup pengaturan tentang surat berharga
seperti cek, wesel, promes, dan saham. Surat berharga memiliki
fungsi penting dalam memperlancar kegiatan perdagangan karena
dapat digunakan sebagai alat pembayaran, jaminan, maupun bukti
transaksi (Widjaja, 2012).

4. Asuransi dan Perbankan
Bidang ini mengatur kegiatan usaha yang memberikan jaminan
risiko (asuransi) dan penyediaan jasa keuangan (perbankan).
Peraturan mengenai perbankan dan asuransi telah berkembang di
luar KUHD, namun secara substansi tetap merupakan bagian
integral dari hukum dagang (Hartono, 2011).

5. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU)
Hukum kepailitan menjadi bagian penting dalam hukum dagang
karena berkaitan dengan penyelesaian utang piutang antara
debitor dan kreditor secara adil (Sjahdeini, 2009). Ketentuan
mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 yang menggantikan ketentuan lama dalam KUHD.

6. Kegiatan Perdagangan Modern
Dalam konteks kontemporer, hukum dagang juga meliputi
kegiatan ekonomi digital seperti e-commerce, fintech, dan
transaksi berbasis teknologi blockchain. Ruang lingkup ini
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menegaskan bahwa hukum dagang bersifat dinamis dan selalu

menyesuaikan dengan perkembangan zaman (Prasetyo, 2022).

Dengan demikian, ruang lingkup hukum dagang tidak lagi
terbatas pada kegiatan konvensional sebagaimana diatur dalam
KUHD, tetapi juga mencakup segala bentuk aktivitas ekonomi yang
dilakukan secara modern dan global.

Asas-asas dalam Hukum Dagang

Asas hukum merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan
pembentukan dan pelaksanaan peraturan hukum. Dalam konteks
hukum dagang, asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi
para pelaku usaha dan penegak hukum dalam menjalankan serta
menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan
perdagangan (Mertokusumo, 2009). Tanpa adanya asas hukum yang
kuat, praktik dagang dapat kehilangan arah, karena asas berperan
menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepastian
hukum.

Secara umum, terdapat beberapa asas penting yang menjadi
fondasi hukum dagang di Indonesia, baik yang bersumber dari Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta berkembang dalam
praktik dan doktrin modern. Berikut penjelasan asas-asas tersebut:
1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk
menentukan isi, bentuk, dan pihak-pihak dalam suatu perjanjian
dagang, selama tidak bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan, dan ketertiban umum (Subekti, 2008). Dalam dunia
perdagangan, asas kebebasan berkontrak menjadi sangat penting
karena memungkinkan pelaku usaha untuk menyesuaikan
kesepakatan bisnisnya dengan kebutuhan dan kondisi pasar.
Namun demikian, kebebasan ini bukan berarti tanpa batas.

Dalam praktiknya, negara tetap dapat melakukan intervensi

melalui regulasi tertentu, misalnya dalam kontrak konsumen atau

perjanjian standar, guna melindungi pihak yang lemah dalam
transaksi (Setiawan, 1987).
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Pengantar Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia
Hukum dagang di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem
hukum nasional yang mengatur hubungan hukum dalam bidang
kegiatan ekonomi dan perdagangan. Perkembangan hukum ini tidak
terlepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari masa
kolonial Belanda hingga era reformasi dan digitalisasi ekonomi saat
ini. Pada dasarnya, hukum dagang lahir untuk memberikan kepastian
dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha, baik individu
maupun badan hukum, dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang
semakin kompleks dan dinamis (Mertokusumo, 2010).

Cikal bakal hukum dagang Indonesia bermula dari
diberlakukannya Wetboek van Koophandel (WvK) di Hindia Belanda
pada pertengahan abad ke-19, yang kemudian dikenal dengan nama
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) setelah Indonesia
merdeka. KUHD merupakan adaptasi dari sistem hukum dagang
Belanda yang berakar pada tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law
system). Dalam sistem ini, hukum dagang dipandang sebagai bagian
khusus dari hukum perdata, karena berfokus pada hubungan hukum
antar pelaku usaha dan kegiatan komersial (Satrio, 2012).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, melalui Aturan
Peralihan Pasal II UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan
yang telah ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku sepanjang belum
diganti dengan yang baru. Artinya, KUHD peninggalan kolonial masih
tetap berlaku dan menjadi dasar bagi praktik hukum dagang nasional.
Namun, seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi,
pemerintah Indonesia mulai melakukan pembaruan terhadap hukum
dagang dengan menerbitkan berbagai undang-undang khusus untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Reformasi hukum dagang menjadi semakin penting seiring
dengan berkembangnya sistem ekonomi global dan kemajuan
teknologi. Perdagangan internasional, investasi, dan kegiatan bisnis
lintas batas menuntut adanya sistem hukum yang mampu
memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi.
Oleh karena itu, hukum dagang Indonesia mengalami transformasi
melalui pembentukan berbagai peraturan baru seperti Undang-
Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan
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kolonial dan bersifat diskriminatif, karena membedakan penerapan
hukum berdasarkan golongan penduduk. Setelah Indonesia merdeka,
melalui Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, sistem hukum kolonial
tetap diberlakukan sementara waktu hingga terbentuk peraturan
nasional yang baru.

Pada masa pasca-kemerdekaan, pemerintah mulai membangun
sistem hukum dagang nasional yang lebih sesuai dengan nilai dan
kepentingan bangsa Indonesia. Meski demikian, KUHD tetap menjadi
dasar hukum utama karena masih memiliki relevansi dalam beberapa
bidang, terutama di sektor perniagaan dan surat berharga. Pembaruan
hukum kemudian semakin pesat setelah memasuki era reformasi
tahun 1998, di mana pemerintah berupaya melakukan modernisasi
hukum dagang melalui lahirnya berbagai undang-undang baru seperti
UU Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), UU Pasar Modal (UU
No. 8 Tahun 1995), dan UU Kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004).

Memasuki era digital, tantangan baru muncul seiring
berkembangnya transaksi elektronik, e-commerce, dan ekonomi
berbasis teknologi. Pemerintah menanggapi hal tersebut dengan
membentuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun
2008) serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022),
yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan bisnis digital.

Dengan demikian, perkembangan hukum dagang di Indonesia
menunjukkan pola kontinuitas dan adaptasi, di mana sistem hukum
lama tetap dijadikan fondasi, namun terus diperbaharui agar relevan
dengan kondisi modern. Prospek ke depan adalah terwujudnya
kodifikasi hukum dagang nasional yang komprehensif, responsif
terhadap kemajuan teknologi, serta berpijak pada nilai-nilai keadilan
sosial dan kemandirian hukum bangsa.

Sementara kesimpulan umum yang dapat diambil adalah bahwa
hukum dagang Indonesia telah bertransformasi dari sistem hukum
kolonial yang bersifat eksklusif menuju sistem hukum nasional yang
lebih inklusif, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Namun, pekerjaan besar masih menanti, yaitu membangun hukum
dagang yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga
mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, melindungi
kepentingan nasional, dan mampu bersaing di tataran global.
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Pengertian Asas Hukum Dagang

Asas hukum dagang adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi
landasan dalam pengaturan segala bentuk aktivitas dagang atau
perniagaan. Asas ini memberikan arah, tujuan, dan batasan bagi setiap
aturan dalam hukum dagang sehingga praktik perdagangan dapat
berlangsung secara tertib dan sesuai ketentuan hukum. Tanpa asas
hukum dagang, pengaturan perdagangan akan bersifat tidak terarah
dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks teori hukum, asas hukum dagang berfungsi
sebagai pijakan bagi pembentukan norma-norma yang mengatur
hubungan antara pelaku usaha, konsumen, serta pihak lainnya yang
terlibat dalam kegiatan bisnis. Asas ini tidak hanya menjadi pedoman
dalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam praktik dan kebiasaan
bisnis yang berkembang.

Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas fundamental dalam
hukum perdata dan hukum dagang yang memberikan kebebasan
kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kehendak
mereka. Asas ini lahir dari ajaran autonomie de la volonté (kebebasan
kehendak), yang menempatkan kehendak para pihak sebagai dasar
utama adanya suatu perjanjian. Dengan asas tersebut, para pihak
bebas menentukan apakah akan membuat perjanjian atau tidak.

Secara umum, asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap
individu atau pelaku usaha bebas untuk menentukan isi perjanjian,
bentuk perjanjian, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.
Kebebasan ini mencakup hak untuk menegosiasikan syarat-syarat
yang dianggap paling menguntungkan selama tidak bertentangan
dengan hukum. Asas ini memberikan ruang yang luas bagi kreativitas
para pihak dalam menciptakan hubungan hukum.

Asas kebebasan berkontrak juga berarti bahwa negara tidak
boleh secara berlebihan membatasi hubungan privat antara para
pihak. Negara hanya menetapkan batasan-batasan tertentu untuk
memastikan bahwa kebebasan ini tidak disalahgunakan. Dengan
demikian, asas kebebasan berkontrak tetap dilindungi, tetapi tidak
absolut, melainkan dibatasi oleh kepentingan umum dan nilai

keadilan.
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Asas Perlindungan

Asas Perlindungan merupakan prinsip penting dalam hukum dagang
yang menekankan kewajiban negara dan pelaku usaha untuk
memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kepastian kepada
pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Asas ini lahir
sebagai respons terhadap potensi kerugian yang dapat dialami pihak
yang posisinya lebih lemah, seperti konsumen, pekerja, atau usaha
kecil. Pada dasarnya, Asas Perlindungan bertujuan menciptakan
keseimbangan dalam hubungan hukum antara para pelaku ekonomi.
Di tengah kekuatan pasar yang tidak selalu seimbang, asas ini
menjamin bahwa pihak yang lebih kuat tidak menyalahgunakan
kedudukannya, sehingga tercipta keadilan dalam transaksi bisnis.
Asas Perlindungan juga berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha
untuk bertindak secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab.
Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar mengenai
produk atau jasanya agar konsumen dapat membuat keputusan
transaksi secara rasional dan tidak tertipu.

Dalam ranah hukum dagang modern, asas ini sangat terkait
dengan regulasi khusus seperti hukum perlindungan konsumen,
hukum ketenagakerjaan, dan ketentuan persaingan usaha. Ketiga
aspek tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya
diberikan kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha lain
agar iklim usaha tetap sehat. Asas Perlindungan juga menuntut negara
untuk hadir melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur
standar keamanan produk, prosedur perizinan, serta tanggung jawab
pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan. Intervensi negara ini
penting untuk menghindari praktik-praktik dagang yang berpotensi
merugikan masyarakat luas.

Dalam konteks kontrak dagang, asas ini mendorong agar
perjanjian dibuat secara adil, tidak memuat klausul yang
memberatkan salah satu pihak, serta memberikan ruang penyelesaian
sengketa secara efektif. Dengan demikian, hak dan kepentingan para
pihak dapat dilindungi sejak awal transaksi. Asas Perlindungan juga
bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Dengan adanya
regulasi yang jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab, pelaku
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usaha dapat beroperasi dengan lebih teratur serta terhindar dari
risiko hukum yang tidak perlu. Perlindungan tidak hanya menyasar
konsumen, tetapi juga pelaku usaha yang patuh hukum.

Selain itu, asas ini mencakup perlindungan terhadap kepentingan
umum. Artinya, kegiatan usaha tidak boleh merusak lingkungan,
mengganggu ketertiban masyarakat, atau melanggar standar
keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan bersifat
komprehensif, tidak terbatas pada hubungan antar individu. Di era
digital, Asas Perlindungan berkembang mencakup keamanan data
pribadi, transaksi elektronik, serta pencegahan penipuan online.
Negara dan pelaku usaha harus menyesuaikan diri dengan
perkembangan teknologi agar masyarakat tetap terlindungi meski
pola transaksi berubah.

Pada akhirnya, Asas Perlindungan menegaskan bahwa hukum
dagang tidak hanya berfungsi mengatur mekanisme transaksi, tetapi
juga melindungi hak-hak pihak yang bertransaksi dan menjaga
stabilitas ekonomi. Dengan hadirnya asas ini, kegiatan perdagangan
dapat berlangsung dengan aman, adil, dan memberikan manfaat bagi
seluruh masyarakat.
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Pendahuluan

Hukum dagang merupakan salah satu cabang dari hukum perdata
yang memiliki peranan penting dalam mengatur aktivitas ekonomi,
terutama dalam bidang perdagangan dan kegiatan usaha. Dalam
konteks pembangunan ekonomi nasional, hukum dagang berfungsi
memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, baik individu
maupun badan hukum, sehingga Kkegiatan perdagangan dapat
berlangsung secara tertib dan adil. Tanpa adanya sistem hukum
dagang yang kuat dan responsif, kegiatan ekonomi dapat terganggu
oleh ketidakpastian hukum dan sengketa yang sulit diselesaikan
secara efektif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sumber hukum
dagang menjadi landasan utama dalam menegakkan sistem hukum
yang dapat menunjang perkembangan dunia usaha di Indonesia
(Subekti, 1992).

Sumber hukum dagang pada dasarnya adalah segala sesuatu yang
menjadi dasar atau asal mula dari lahirnya norma-norma hukum yang
mengatur hubungan-hubungan dagang. Sumber hukum ini dapat
berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi,
hingga doktrin para ahli hukum. Masing-masing sumber memiliki
peranan yang berbeda dalam pembentukan dan penegakan hukum
dagang. Dalam praktiknya, hukum dagang Indonesia banyak
dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda melalui kodifikasi dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang masih digunakan
hingga saat ini, meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian agar
selaras dengan perkembangan ekonomi modern (Subekti &
Tjitrosudibio, 2014).

Perkembangan hukum dagang tidak dapat dilepaskan dari
pengaruh globalisasi ekonomi dan transformasi teknologi informasi.
Munculnya berbagai bentuk transaksi elektronik, perdagangan lintas
negara, serta inovasi di bidang keuangan dan investasi menyebabkan
sumber hukum dagang juga harus berkembang secara dinamis. Dalam
hal ini, peraturan nasional tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu
diselaraskan dengan berbagai konvensi internasional dan prinsip
hukum dagang global seperti lex mercatoria dan good corporate
governance (Sjahdeini, 2005).
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Salah satu karakteristik utama hukum dagang adalah sifatnya
yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Berbeda dengan
hukum perdata yang cenderung statis, hukum dagang berkembang
sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, sumber hukum
dagang tidak hanya berasal dari undang-undang yang bersifat tertulis,
tetapi juga dari praktik-praktik bisnis yang diakui oleh masyarakat
perdagangan (trade usages). Keberadaan kebiasaan dagang ini bahkan
sering dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa bisnis ketika
undang-undang tidak memberikan pengaturan yang jelas (Fuady,
2002).

Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum dagang yang
utama masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
KUH Perdata menjadi dasar karena banyak prinsip dalam hukum
dagang yang bersumber dari hukum perdata, terutama dalam hal
perikatan dan perjanjian. Sedangkan KUHD merupakan aturan khusus
yang mengatur bidang perdagangan secara lebih spesifik, seperti
mengenai perusahaan, asuransi, pengangkutan, surat berharga, dan
kegiatan perniagaan lainnya (Muhammad, 2007).

Namun demikian, seiring dengan perkembangan ekonomi,
banyak ketentuan dalam KUHD yang sudah tidak relevan dengan
praktik perdagangan modern. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian
menerbitkan berbagai peraturan baru di luar KUHD untuk
menyesuaikan kebutuhan hukum ekonomi kontemporer. Misalnya,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang turut
memengaruhi dinamika hukum dagang di Indonesia (Harahap, 2009).

Selain peraturan perundang-undangan, sumber hukum dagang
juga mencakup kebiasaan dagang yang tumbuh dan diakui oleh
masyarakat pelaku usaha. Kebiasaan dagang ini sering kali berperan
melengkapi kekosongan hukum tertulis. Dalam praktik internasional,
pengakuan terhadap kebiasaan dagang tercermin dalam prinsip lex
mercatoria, yaitu seperangkat norma tidak tertulis yang berlaku
dalam dunia perdagangan internasional dan diakui secara universal
oleh para pelaku usaha. Di Indonesia, pengakuan terhadap kebiasaan
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undang dalam menyusun regulasi baru di bidang perdagangan dan
korporasi, sehingga hukum dagang Indonesia tidak tertinggal oleh
dinamika ekonomi dunia (Asikin, 2013).

Kesimpulan

Sumber hukum dagang merupakan dasar normatif yang memberikan
legitimasi terhadap seluruh kegiatan perdagangan dan hubungan
bisnis di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berfungsi untuk
menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan
antara kepentingan pelaku usaha dan masyarakat. Dalam sistem
hukum Indonesia, sumber hukum dagang memiliki hierarki yang
berawal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
sebagai dasar umum, kemudian dilanjutkan oleh Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai ketentuan khusus yang
secara langsung mengatur aktivitas niaga. Kedua kitab tersebut
kemudian diperkuat dan disesuaikan dengan berbagai undang-
undang khusus yang lahir seiring perkembangan dunia usaha, seperti
Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Kepailitan, dan
Undang-Undang Perdagangan.

Selain peraturan tertulis, sumber hukum dagang juga meliputi
unsur tidak tertulis seperti kebiasaan dagang, yurisprudensi, dan
doktrin. Kebiasaan dagang memainkan peran penting sebagai
pelengkap terhadap kekosongan hukum tertulis, karena
mencerminkan praktik yang hidup dan berkembang di kalangan
pelaku usaha. Sementara itu, yurisprudensi berfungsi memberikan
arah interpretasi bagi hakim dan praktisi hukum, sedangkan doktrin
memperkaya penafsiran akademik terhadap prinsip-prinsip hukum
dagang. Keberagaman sumber hukum ini menunjukkan bahwa hukum
dagang bersifat dinamis, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri
dengan perubahan zaman serta kompleksitas kegiatan ekonomi.

Dalam konteks modern, sumber hukum dagang dihadapkan pada
tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Munculnya
transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan perdagangan
lintas batas menuntut penyesuaian terhadap sumber hukum yang
lebih responsif dan adaptif. Oleh karena itu, pembaruan hukum
dagang perlu terus dilakukan dengan tetap menjaga kesinambungan
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antara hukum tertulis klasik dan norma-norma baru yang lahir dari
praktik ekonomi modern. Dengan demikian, pemahaman yang
komprehensif terhadap sumber hukum dagang tidak hanya penting
bagi penegakan hukum, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi
nasional yang berkeadilan dan berdaya saing global.
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Landasan Historis Hukum Privat di Indonesia

Hukum dagang dan hukum perdata merupakan dua cabang hukum
dalam ranah hukum privat atau sering disebut dengan hukum privat
yang memiliki hubungan yang fundamental, baik secara historis,
struktural, maupun fungsional (Fuady, 2002). Dalam hukum
Indonesia, hubungan tersebut diperkuat oleh warisan sistem hukum
Belanda melalui kodifikasi KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) dan
KUHD (Wetboek van Koophandel). Pada masa kolonial, hukum privat
diberlakukan secara dualistik melalui asas konkordansi, di mana
hukum Eropa diperuntukkan bagi golongan Eropa dan Timur Asing,
sedangkan pribumi masih tunduk pada hukum adat dengan opsi
memilih tunduk pada hukum Eropa dalam hubungan tertentu.
Meskipun sistem hukum telah mengalami pembaruan melalui regulasi
modern, posisi hukum perdata sebagai dasar (lex generalis) tetap
tidak tergantikan (Muhammad, 2011).

Perubahan besar terjadi setelah proklamasi kemerdekaan ketika
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1094 menentukan bahwa seluruh
hukum kolonial tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau diganti
dengan peraturan baru. Konsekuensinya, KUHPerdata dan KUHD
masih menjadi dasar utama hukum privat Indonesia hingga saat ini,
namun dengan ribuan modifikasi yang telah terjadi melalui undang-
undang sektoral. Beberapa undang-undang sektoral yang telah lahir
diantaranya adalah sektor agraria, sektor perkawinan, sektor jaminan,
sektor perlindungan konsumen, sektor transaksi elektronik, dan
sektor kepailitan yang telah mengalami perubahan besar (Marzuki,
2015).

Perkembangan modern menuntut hukum privat dapat
beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan
globalisasi. Tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga
keseimbangan antara kepastian hukum (legal certainty), keadilan
(justice), dan kemanfaatan (utility). Perubahan-perubahan regulasi
terus terjadi untuk menjawab perkembangan masyarakat yang
semakin kompleks, terutama dengan kemunculan ekonomi digital,
finansial teknologi (fintech), kecerdasan buatan, blockchain, smart
contracts, dan transaksi lintas negara (Siregar, 2021).
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Hukum dagang sebagai cabang hukum privat berkembang sangat
pesat karena kebutuhan dunia usaha. KUHD yang merupakan produk
abad ke-19 dianggap sudah tidak lagi memadai untuk mengatur
kegiatan perdagangan modern. Hal ini melahirkan regulasi baru
seperti UU Perseroan Terbatas, UU Kepailitan, UU Perdagangan, UU
Perlindungan Konsumen, serta regulasi e-commerce dalam UU ITE dan
UU Cipta Kerja. Transaksi bisnis modern tidak hanya berbasis fisik,
namun juga berbasis elektronik dan melibatkan sistem pembayaran
digital.

Melihat kompleksitas tersebut, urgensi kodifikasi nasional
hukum perdata dan dagang semakin kuat. KUHPerdata dan KUHD
dianggap sudah terlalu tua, tidak relevan secara sosial ekonomi, dan
sulit untuk menyelesaikan kebutuhan hukum modern. Pembentukan
Indonesian Civil Code dan Indonesian Commercial Code sangat
diperlukan sebagai langkah modernisasi hukum privat Indonesia.

Melihat kompleksitas tersebut, urgensi kodifikasi nasional
hukum perdata dan dagang semakin kuat. KUHPerdata dan KUHD
dianggap sudah terlalu tua, tidak relevan secara sosial ekonomi, dan
sulit untuk menyelesaikan kebutuhan hukum modern. Pembentukan
Indonesian Civil Code dan Indonesian Commercial Code sangat
diperlukan sebagai langkah modernisasi hukum privat Indonesia
(Hernoko, 2015).

Sistematika KUHPerdata dalam Perspektif Modern

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan
salah satu sumber hukum tertua yang masih berlaku di Indonesia.
KUHPerdata merupakan adaptasi dari Burgerlijk Wetboek (BW)
Belanda yang diberlakukan melalui asas konkordansi sejak masa
kolonial (Satrio, 1995). Meskipun demikian, keberlakuan KUHPerdata
hingga saat ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam
menghadapi perkembangan masyarakat modern yang semakin
kompleks, digital, dan global. Oleh karena itu, pembahasan mengenai
sistematika KUHPerdata dalam perspektif modern menjadi penting
untuk mengkaji apakah struktur dan substansi yang ada masih relevan
atau perlu direformasi.
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3. Globalisasi Perdagangan
Transaksi lintas negara membutuhkan harmonisasi hukum agar
tidak menimbulkan sengketa yurisdiksi.

4. Perlindungan Konsumen Digital
Konsumen menghadapi risiko besar seperti penipuan digital,
penyalahgunaan data, dan manipulasi algoritmik.

Kedepannya, prospek masa depan kodifikasi hukum dagang
diharapkan dapat melakukan beberapa hal, yaitu:
1. Integrasi dengan Hukum Perdata
Batas antara hukum dagang dan hukum perdata semakin menyatu
sehingga kodifikasi masa depan cenderung mengarah pada sistem
unified private law.
2. Pembaruan terhadap Asas-Asas Hukum Dagang
Asas keamanan digital, keberlanjutan bisnis, dan akuntabilitas
platform diperkirakan menjadi asas fundamental baru.
3. Kebutuhan Harmonisasi Internasional
Indonesia perlu menyesuaikan hukum dagangnya dengan standar
global agar mampu bersaing dalam pasar internasional.
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Definisi dan Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum
Perdata

Ubi societas, ibi ius adalah sebuah adagium yang sangat dikenal dalam
dunia hukum, yang berarti bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada
hukum. Ungkapan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum
merupakan hal yang tak terelakkan dalam setiap aspek kehidupan
sosial, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dalam konteks
dunia usaha atau kegiatan bisnis, hukum berperan sebagai alat
penting untuk memastikan keteraturan, keadilan, dan kepastian
hukum dalam hubungan antar individu, pelaku usaha, dan negara
dalam menjalankan aktivitas bisnis. Fungsi hukum adalah untuk
mengatur relasi hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan
konsekuensi hukum, baik antara individu dengan masyarakat maupun
antar individu sendiri. Keterikatan ini diwujudkan melalui hak dan
kewajiban. Untuk mengatur relasi-relasi hukum tersebut, hukum
menggunakan berbagai pendekatan atau metode (Dian Rubiana
Suherman, Putri Maha Dewi, dkk., 2025).

Hukum Dagang pada hakikatnya merupakan serangkaian aturan
hukum yang dirancang secara khusus untuk mengatur hubungan-
hubungan hukum dalam bidang perniagaan atau kegiatan usaha
(Purwosutjipto, H. M. N, 2007). Ia muncul sebagai respons atas
kebutuhan praktis dan kompleksitas transaksi yang berkembang di
kalangan para pedagang, di mana aturan-aturan umum Hukum
Perdata (atau Hukum Sipil) tidak lagi memadai. Definisi ini
menempatkan Hukum Dagang sebagai bidang yang berfokus pada
subjek hukum, yaitu pengusaha dan pelaku bisnis, serta objek hukum,
yakni segala bentuk perikatan dan kegiatan yang timbul dari lalu lintas
perdagangan, seperti surat berharga, kepailitan, dan bentuk-bentuk
perusahaan. Meskipun berbeda fokus, keduanya tetap berada dalam
lingkup Hukum Privat Materiil, yaitu hukum yang mengatur
kepentingan perorangan.

Hubungan esensial antara Hukum Dagang dan Hukum Perdata
terangkum dalam sebuah prinsip fundamental, di mana Hukum
Dagang sering dijuluki sebagai Hukum Perdata Khusus. Hal ini
disebabkan karena secara historis, dan berdasarkan Pasal 1 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sendiri, KUHD menginduk
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pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
KUHPerdata, khususnya Buku III tentang Perikatan, menjadi hukum
umum (lex generalis), sedangkan KUHD menjadi hukum khusus (lex
specialis). Pasal 1 KUHD secara implisit menegaskan hubungan ini
dengan menyatakan bahwa ketentuan KUHPerdata berlaku sepanjang
KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang
disinggung di dalamnya (R. Soekardono, 1961).

Prinsip keterkaitan ini dioperasikan melalui sebuah adagium
hukum yang terkenal, yaitu Lex Specialis Derogat Legi Generali, yang
secara harfiah berarti "aturan yang khusus mengesampingkan aturan
yang umum". Adagium ini berfungsi sebagai pedoman interpretasi dan
penerapan hukum dalam kasus-kasus persinggungan antara dua
perangkat hukum tersebut. Secara praktis, jika suatu masalah hukum
terkait perniagaan telah diatur secara spesifik dalam KUHD atau
undang-undang dagang khusus lainnya, maka ketentuan yang khusus
itulah yang harus didahulukan dan diterapkan. Hukum umum
(KUHPerdata) hanya akan digunakan sebagai dasar hukum pelengkap
atau subsidair, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum atau ketika
ketentuan khusus itu tidak ada (Bagir Manan dan Kuntana Magnar,
1997).

Aplikasi dari prinsip lex specialis ini sangat jelas terlihat dalam
pengaturan beberapa lembaga hukum. Sebagai contoh, mengenai
perikatan secara umum, aturan dasarnya terdapat dalam
KUHPerdata; namun, ketika perikatan tersebut berbentuk perjanjian
pengangkutan laut atau penerbitan surat wesel, maka ketentuan yang
terdapat dalam KUHD (atau undang-undang turunannya) yang
bersifat lebih detail dan spesifik akan menggantikan aturan umum
dalam KUHPerdata. Hukum Dagang, yang mencakup pengaturan
perusahaan terbatas (PT), bursa efek, atau hak kekayaan intelektual
(HKI), semakin diperkaya dengan adanya undang-undang khusus di
luar kodifikasi KUHD yang juga berkedudukan sebagai lex
specialis terhadap KUHPerdata (Aprita, S., & Ismail, A, 2023).

Pandangan holistik ini memperlihatkan bahwa Hukum Dagang
bukanlah entitas yang sepenuhnya terpisah dari Hukum Perdata,
melainkan sebuah cabang yang dikembangkan untuk mengakomodasi
ciri khas dunia usaha yang menuntut kecepatan, kepastian, dan
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efisiensi. Perkembangan ini sejalan dengan sejarah kodifikasi di
Eropa, khususnya Belanda dan Prancis, yang memisahkan aturan
perdata umum dari aturan perdata niaga karena perbedaan
karakteristik subjek dan objek yang diatur. Pemisahan dalam
kodifikasi ini, namun, tetap menjaga kesatuan materiilnya,
mengukuhkan pemahaman bahwa Hukum Dagang adalah perikatan
yang istimewa yang tumbuh dari Hukum Perikatan umum (J. Van Kan
dan J.H. Beekhuis, 1982).

Dengan demikian, hubungan antara Hukum Dagang dan Hukum
Perdata adalah hubungan yang erat, hierarkis secara fungsional, dan
saling melengkapi. Hukum Perdata memberikan kerangka dasar dan
pondasi bagi segala bentuk hubungan keperdataan, sementara Hukum
Dagang menyajikan aturan yang disesuaikan (tailor-made) untuk
dinamika perdagangan modern. Melalui adagium Lex Specialis
Derogat Legi Generali, tercipta kepastian hukum bagi para pelaku
usaha, memastikan bahwa kegiatan komersial mereka diatur oleh
norma-norma yang paling relevan dengan karakteristik bisnis, sambil
tetap berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan keperdataan umum
yang diatur dalam KUHPerdata (R. Subekti, 2005).

Unsur Pokok Perbuatan Dagang
Hukum Dagang, sebagai bagian khusus dari Hukum Perdata, mengatur
suatu kategori perbuatan hukum yang dikenal sebagai perbuatan
dagang atau perbuatan perusahaan. Perbuatan ini memiliki ciri khas
yang fundamental, membedakannya secara substansial dari
perbuatan hukum perdata biasa yang dilakukan oleh individu pada
umumnya. Perbedaan mendasar ini terletak pada serangkaian unsur
yang harus dipenuhi, yang secara tradisional bersumber dari
interpretasi Memorie van Toelichting (MvT) saat pembentukan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan kemudian diperkuat
dalam berbagai undang-undang di luar kodifikasi, seperti Undang-
Undang Wajib Daftar Perusahaan (Sudarmono, Nila Amania, Ayu
Minarsi, Bahtiar Tamrin, 2025).

Unsur pertama dan yang paling esensial adalah dilakukan secara
terus-menerus (niet  onderbroken atau voortdurend). Unsur ini
menekankan sifat kegiatan yang reguler dan tidak insidental.
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Inti dari konsekuensi hukum kepailitan adalah perubahan
total status seluruh aset debitur (objek hukum) menjadi jaminan
kolektif bagi semua kreditur. Sejak putusan pailit diucapkan, demi
hukum debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan
mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (UU No.
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pasal 24, 2025). Seluruh aset,
baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki debitur
pada saat pailit serta yang diperoleh selama kepailitan, berada di
bawah pengawasan Kurator. Tugas kurator adalah mengumpul-
kan dan membereskan harta pailit, yang kemudian akan dibagi
secara proporsional kepada seluruh kreditur melalui
prinsip pembagian pari passu, yaitu pembagian secara berimbang,
setelah hak-hak kreditur preferen (seperti pemegang hak
jaminan) dan biaya kepailitan dipenubhi.

Dengan demikian, kepailitan bertindak sebagai mekanisme
solusi hukum yang adil dan terstruktur untuk menanggulangi
insolvensi. Ini menjamin kepastian hukum bagi semua pihak: bagi
debitur, ia menawarkan pembebasan dari jeratan utang yang tak
tertangani; dan bagi para kreditur, ia memastikan bahwa tidak ada
satu kreditur pun yang dapat mengambil tindakan eksekusi
sepihak yang merugikan kreditur lainnya. Proses ini menegaskan
bahwa dalam konteks perikatan dagang yang gagal, kepentingan
kolektif para kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dari
seluruh objek hukum debitur menjadi prioritas tertinggi, yang
merupakan manifestasi dari Pasal 1131 KUHPerdata tentang
jaminan umum atas harta kekayaan debitur (M. Syaifuddin, 2017).
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Quotes:
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Pengantar

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk bidang hukum yang terus
berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan perubahan zaman,
khususnya di masa digital seperti sekarang ini. Secara sederhana,
Kekayaan Intelektual (KI) adalah segala bentuk hasil olah pikir dan
kreativitas manusia yang mempunyai nilai ekonomi. Sementara Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan payung hukum yang diberikan
oleh negara untuk melindungi karya-karya tersebut dari
penyalahgunaan (Muis, 2017b). Cakupan HKI sendiri sangat luas,
meliputi hak cipta atas karya tulis, seni, dan rekaman; paten atas
penemuan teknologi; merek dagang; desain industri; indikasi
geografis seperti Kopi Gayo atau Beras Adan Krayan; hingga
perlindungan rahasia dagang.

Masing-masing jenis perlindungan tersebut memiliki syarat,
jangka waktu, dan mekanisme yang berbeda-beda. Intinya,
keberadaan sistem HKI ini memungkinkan para pencipta, inventor,
atau pemilik merek untuk memperoleh manfaat ekonomi yang pantas
dari jerih payah intelektual mereka. Dengan kata lain, hak untuk
mengomersialkan dan mendapat keuntungan dari hasil karya kreatif
itulah yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual (Muis, 2017b).

Pada dasarnya banyak karya intelektual ini menjadi aset penting
dalam dunia usaha, maka perlindungan hukum menjadi sangat krusial
agar tidak mudah disalahgunakan orang lain tanpa izin. Tanpa adanya
pengakuan dan perlindungan yang jelas dari negara, nilai ekonomi
dari sebuah inovasi atau karya seni bisa hilang begitu saja. Oleh karena
itu, HKI tidak hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga instrumen
penting dalam mendorong kreativitas dan pertumbuhan ekonomi
berbasis pengetahuan.
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Perbedaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan
Intelektual

Hak dan Kewajiban

1. Kekayaan Intelektual (KI)

Kekayaan intelektual adalah hasil dari kemampuan intelektual
manusia yang bersifat tidak berwujud. Ini bisa berupa ide,
gagasan, penemuan, karya seni, desain, atau simbol yang memiliki
nilai ekonomis. Contoh: Novel, lagu, merek dagang, desain produk,
paten, rahasia dagang.

KI memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. Tidak berwujud, yaitu tidak bisa disentuh atau dilihat secara

fisik.

b. Unik karena setiap karya intelektual memiliki karakteristik
yang berbeda.

c. Bernilai ekonomis sebab dapat menghasilkan keuntungan bagi
pemiliknya.

2. Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban dalam ruang lingkup HKI diberikan oleh
negara. Pencipta/penemu suatu KI bisa mendapatkan
perlindungan hukum oleh negara dengan cara mendaftarkan KI-
nya melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (D]JKI).
Perlindungan hukum oleh negara berperan penting dalam
eksistensi KI di ruang lingkup bisnis karena dengan adanya
kejelasan dalam kepemilikan hak dan pemenuhan kewajiban
kepada negara oleh pemilik KI akan mendorong munculnya KI
baru (Muis, 2019).
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3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Hak kekayaan intelektual merupakan hak istimewa yang
diberikan secara resmi oleh negara kepada pencipta, penemu, atau
pemilik sah atas karya cipta, inovasi, maupun hasil olah pikir
mereka, sehingga hanya mereka yang berwenang untuk
menggunakannya, mengomersialkannya, atau memberikan izin
kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Hak ini bertujuan
untuk melindungi dan memberikan insentif bagi penciptaan
karya-karya baru. Setelah memiliki sertifikat kepemilikan HKI,
maka pemilik akan memiliki hak untuk mengizinkan maupun
melarang orang lain untuk memanfaatkan demi keuntungan
ekonomi dari KI-nya. Contoh: Hak cipta, paten, merek dagang,
desain industri (Muis, 2024).
HKI memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Memberikan perlindungan hukum, yaitu mencegah orang lain
menggunakan karya tanpa izin.
Insentif yang mendorong kreativitas dan inovasi.
c. Nilai ekonomi sehingga memberikan peluang bisnis bagi
pemiliknya.

Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual (KI)

<
=3

Hak
Personal
Pengetahuan dan
seni tradisional

L GLEVEEN
Intelektual
Industri

1. Hak Personal
Hak personal merupakan hak istimewa yang diberikan kepada
perorangan atau badan hukum atas karya intelektual yang bersifat
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pribadi dan melekat pada diri penciptanya, sehingga tidak dapat
dipisahkan atau dialihkan kepada pihak lain meskipun hak
ekonomi atas karya tersebut telah beralih. Hak ini timbul secara
otomatis ketika suatu karya diciptakan (DJKI, n.d.). Adapun ciri-
cirinya sebagai berikut:
a. Individu karena hak ini melekat pada individu atau badan
hukum tertentu.
Orisinalitas karena karya harus bersifat asli dan orisinal.
c. Eksploitasi sebab pemilik hak memiliki hak eksklusif untuk
memanfaatkan karya tersebut secara komersial.

Karakteristik Hak Personal:

a. Diteruskan dari penelitian ilmiah;

Praktik bisnis;

Karya seniman; dan

Dilakukan oleh individu atau badan hukum.

Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni,

teknologi, atau sastra dari individu atau badan hukum.

Dikenali inventornya/penciptanya/pelaku bisnisnya;

g. Untuk tujuan komersial dan kepemilikannya bersifat
monopoli.

o a0 o

=

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang
diberikan negara kepada penemu/pencipta atas hasil olah
pikir/ide dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang
berguna untuk masyarakat. Ruang lingkup HKI terbagi 2, yaitu:

a. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis
dimiliki oleh pencipta sejak suatu karya di bidang ilmu
pengetahuan, seni, atau sastra diwujudkan dalam bentuk
nyata, berdasarkan asas deklaratif, tanpa memerlukan
pendaftaran terlebih dahulu (Muis, 2017a).

b. Kekayaan Intelektual Industri meliputi paten, merek, desain
industri, indikasi geografis, sirkuit terpadu, varietas tanaman,
dan rahasia dagang.

Jadi, hak personal adalah HKI yang dimiliki oleh perseorangan
atau badan hukum yang memiliki HKI. Dalam ruang lingkup HKI,
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Pendahuluan

Dalam kegiatan ekonomi modern, perjanjian dagang menempati
posisi yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas bisnis
bergantung pada adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak.
Tanpa perjanjian yang terstruktur, hubungan dagang hanya bertumpu
pada kepercayaan yang tidak selalu dapat memberikan kepastian
hukum, terutama jika terjadi perbedaan kepentingan atau penafsiran
(Fuady, 2017).

Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar-dasar perjanjian
dagang menjadi kebutuhan mendasar bagi para pelaku usaha agar
transaksi dapat berlangsung secara tertib dan adil. Perjanjian dagang
tidak lahir tiba-tiba, melainkan melalui proses komunikasi, negosiasi,
dan penyesuaian kepentingan antara para pihak. Dalam proses inilah
perjanjian berfungsi sebagai alat untuk menyelaraskan tujuan bisnis
sehingga masing-masing pihak merasa terlindungi dan memperoleh
kejelasan mengenai hak serta kewajibannya (H.S., 2018).

Tanpa instrumen hukum yang memadai, hubungan dagang
rentan menimbulkan sengketa yang bisa merugikan kedua belah
pihak dan menghambat kelancaran kegiatan ekonomi. Selain menjadi
alat pengatur hubungan transaksi, perjanjian dagang juga memiliki
peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang stabil. Kepastian
hukum yang dihasilkan oleh perjanjian memberi ruang bagi pelaku
usaha untuk berani mengambil keputusan investasi dan memperluas
kerja sama (Marzuki, 2016).

Pengertian Perjanjian Dagang
Perjanjian berakar dari kata janji, yang berarti kesepakatan antara dua
pihak yang masing-masing menyatakan kemauan dan kemampuan
untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Selanjutnya,
perjanjian dipahami sebagai suatu kesepakatan baik secara tertulis
maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-
masing berkomitmen untuk mematuhi hal-hal yang telah disetujui
bersama (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2025).

Pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata.
Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah
suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan
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kesanggupannya untuk terikat kepada pihak lain. Istilah persetujuan

dalam pasal ini merupakan terjemahan dari kata overeenkomst dalam

Bahasa Belanda, yang dalam praktik hukum sering pula

diterjemahkan sebagai perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313

KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Berikut adalah

beberapa definisi perjanjian menurut para ahlj, yaitu:

1. Menurut Sudikno, perjanjian adalah suatu hubungan hukum
antara dua pihak atau lebih yang muncul karena adanya
kesepakatan bersama untuk menimbulkan konsekuensi hukum
tertentu (Mertokusumo, 1985).

2. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, perjanjian adalah suatu
tindakan hukum di mana satu orang atau lebih menyatakan
dirinya terikat kepada pihak lain (Masjchoen, 1981).

3. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu kejadian ketika
seseorang menyatakan janji kepada orang lain, atau ketika dua
pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal (Subekti, 2001).

4. R.Setiawan menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan
hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya, atau
saling berikatan, dengan satu pihak lain atau lebih (Setiawan,
1987).

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian pada dasarnya adalah
kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang secara sadar
menyatakan kesediaan dan kemampuan untuk melakukan atau tidak
melakukan suatu hal. Kesepakatan ini bisa dibuat secara lisan maupun
tertulis, dan bersifat mengikat secara hukum, sehingga menimbulkan
hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan kata lain,
perjanjian adalah hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan, di
mana para pihak berjanji dan berkomitmen untuk menaati isi
kesepakatan tersebut.

Secara umum, perjanjian dagang dapat dipahami sebagai
kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan
menimbulkan akibat hukum di bidang perdagangan. Dalam kerangka
hukum perdata Indonesia, perjanjian dagang pada dasarnya
merupakan bagian dari kontrak yang secara khusus mengatur
kegiatan ekonomi, baik menyangkut barang, jasa, maupun bentuk
kerja sama usaha lainnya. Perjanjian dagang biasanya dituangkan
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Oleh sebab itu, syarat mengenai hal tertentu termasuk ke dalam
kategori syarat objektif (Hery, 2021).

Suatu Sebab yang Halal

Syarat keempat agar sebuah perjanjian dinyatakan sah adalah
bahwa isi atau tujuan perjanjian tersebut tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang, nilai kesusilaan, maupun
ketertiban umum. Contohnya, kesepakatan untuk memperjual-
belikan narkotika atau melakukan perdagangan manusia jelas
dilarang dan tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah.

Istilah “sebab” dalam konteks ini bukan merujuk pada alasan
seseorang membuat perjanjian, tetapi menunjuk pada maksud
dan tujuan dari isi perjanjian tersebut. Sebagai contoh, dalam
perjanjian jual belj, tujuan yang ingin dicapai adalah agar pembeli
memperoleh hak atas barang, sedangkan penjual menerima
pembayaran sebagai imbalannya.

Apakah syarat mengenai sebab yang halal ini terpenuhi atau
tidak sepenuhnya bergantung pada isi atau objek perjanjian.
Karena itu, syarat mengenai sebab yang dibenarkan hukum ini
digolongkan sebagai syarat objektif (Hery, 2021).
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Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian
Manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk
sosial dalam hidupnya memiliki banyak kepentingan sehingga
saling berinteraksi satu sama lain dalam upaya memenuhi
kebutuhan tersebut melalui suatu hubungan hukum yang dikenal
dengan perjanjian (Banjaransari, 2021).

Perjanjian menurut Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata adalah
suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau
dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal. Selain itu, beberapa sarjana memberikan definisi
perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata
sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-
akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang
(Nengsih, Fithroh, Anfal, Hakiki, Saputra, 2025). Perjanjian
merupakan salah satu sumber perikatan yang didefinisikan
sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,
berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal
dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan itu (Subekti, 2001).

Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian
perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan
antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas
sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

2. Syarat Sahnya Perjanjian
Menurut Pasal 1320, sahnya perjanjian harus memenuhi empat
Syarat, yaitu:

a. Sepakat para pihak yang mengadakan perjanjian yang harus
diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dari pihak
ketiga dan tidak ada gangguan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau
mengadakan hubungan hukum, di mana pada asasnya setiap
orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap
menurut hukum.

c. Suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian.
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d. Sebab yang halal, di mana sebab merupakan tujuan antara
dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk
mencapainya (Ratnaningsih dan Dewi, 2024).

Syarat huruf (a) dan (b) merupakan syarat subjektif, di mana
jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian
yang dibuat itu dapat dibatalkan, sedangkan syarat huruf (c) dan
(d) merupakan syarat objektif, di mana jika salah satu dari syarat
tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat itu batal
demi hukum.

3. Macam-macam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian, dikenal macam-macam perjanjian,

diantaranya yaitu:

a. Perjanjian Bernama dalam bahasa Belanda (benoemd
overeenkomst) atau perjanjian khusus yang dikenal juga
dengan perjanjian nominaat yaitu perjanjian yang sudah
diatur secara khusus dalam undang-undang, sebagai contoh
perjanjian yang diatur/dikenal di dalam Bab V sampai Bab
XVIII Buku Ke Tiga KUH Perdata, diantaranya perjanjian jual
beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, Kerja, persekutuan
perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai,
bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa,
penanggung utang, dan perdamaian (Hidayanto, Febrian,
Dwiki, Sulastri, 2024).

b. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang
tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, tetapi
tumbuh dan berkembang dalam kehidupan ekonomi
masyarakat yang lahir berdasarkan asas kebebasan
berkontrak (partij otonomi) (Devi, Azheri, dan Yulfasni, 2023).

4. Asas-asas Perjanjian
Dalam suatu perjanjian didasarkan pada asas-asas sebagai
berikut:
a. Asas kebebasan berkontrak (Freedom of contract) didasarkan
pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
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dapat mempengaruhi hubungan antara perusahaan dan
pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin merasa kurang
nyaman atau merasa perusahaan kurang stabil jika
mengetahui bahwa perusahaan harus menggunakan anjak
piutang untuk mengelola kas.

Ketidakcocokan bisnis: Anjak piutang mungkin tidak cocok
untuk semua jenis bisnis. Beberapa industri atau jenis usaha
mungkin memiliki profil piutang yang kurang sesuai dengan
persyaratan anjak piutang (Lestari, 2023).

8. Risiko Anjak Piutang
Beberapa risiko yang terjadi dalam perjanjian anjak piutang, yaitu:

a.

Risiko Pasar, yaitu risiko yang muncul dan bisa dilihat dari
posisi neraca dan rekening administratif. Akibat risiko pasar
ini melibatkan perubahan dari kondisi pasar, termasuk harga
ketentuan. Risiko pasar terdiri dari suku bunga, nilai tukar,
ekuitas, dan komunitas.

Risiko yang memenuhi kewajiban membayar hutang ini
muncul karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban
membayar yang sudah jatuh tempo dalam jangka pendek dari
arus kas atau aset cair berkualitas tinggi yang dapat
digunakan; kondisi keuangan dari perusahaan anjak piutang
tidak mengganggu aktivitas.

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh
ketidakcukupan proses internal, kesalahan manusia sendiri,
kegagalan dalam sistem, dan adanya kejadian dari luar dugaan
yang memengaruhi operasional perusahaan anjak piutang.
Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul dari tuntutan hukum
dari kelemahan aspek hukum. Timbulnya risiko ini bisa terjadi
karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang
mendasari serta kelemahan yang telah ditetapkan oleh pihak
terkait.

Risiko Strategik merupakan risiko yang terjadi karena
ketidaktepatwaktunya perusahaan anjak piutang dalam
mengambil sebuah keputusan strategis dan gagal dalam
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang sudah ada.
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f. Risiko kepatuhan merupakan lembaga anjak piutang yang
timbul karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku; dalam
hal ini pemerintah menetapkan regulasi dan otoritas jasa
keuangan. Sumber dari kepatuhan ini timbul dari adanya
pemahaman yang kurang atau kesadaran hukum terhadap
ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku pada
umumnya.

g. Risiko reputasi, yaitu akibat yang muncul karena menurunnya
tingkat kepercayaan stakeholder yang sumbernya dari
persepsi negatif terhadap lembaga keuangan anjak piutang
dan keberadaannya mungkin kurang terkenal di kalangan
masyarakat.

h. Risiko Kredit, yakni penilaiannya pada Risiko Inheren atas
Risiko Kredit. Indikator yang digunakan yakni pada portofolio
komposisi aset dan juga tingkat konsentrasi, kualitas
penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi
penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana
serta faktor eksternal yang mempengaruhi kredit tidak
berbayar sesuai dengan yang seharusnya (Diansari dan
Adhivinna, 2019).
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Perjanjian Internasional dan Hukum Perdagangan Global

Tinjauan Umum Hukum Perjanjian Internasional dan
Perdagangan Global

Perjanjian merupakan bentuk interaksi manusia yang paling tua di
dunia. Meskipun perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan
selain undang-undang, keberadaannya lebih mendominasi untuk
lahirnya perikatan. Oleh sebab itu setiap manusia sebagai subjek
hukum yang telah memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan
hukum dapat membuat perjanjian. Meskipun saat ini keberadaan
dunia maya sebagai sarana untuk melakukan transaksi tidak
mempersoalkan umur bagi para pihak untuk melakukan perdagangan
secara elektronik (e-commerce).

Namun dalam dunia nyata usia para pihak yang melakukan
perjanjian tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Meskipun saat ini
terdapat kebiasaan masyarakat membolehkan anak-anak membuat
perjanjian dengan driver atau pengangkut untuk berangkat ke sekolah.
Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan menjadi sumber dari lahirnya
suatu perikatan dengan berbagai konsekuensi yang dapat terjadi.

Sekilas mengenai perjanjian yang disepakati para pihak,
cakupannya sempit dan lebih sederhana, namun untuk perjanjian
yang melibatkan badan hukum publik seperti negara, maka tentu lebih
rumit dan melalui prosedur tertentu yang cukup berbeda dengan
perjanjian yang disepakati secara individu. Dalam perjanjian
internasional, para pihak tidak serta merta mempunyai kebebasan
untuk melakukan konsensus antara negara, namun perlu
memperhatikan berbagai ketentuan internasional seperti konvensi
yang mengatur prosedur perjanjian internasional yang dikenal
dengan Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986.

Perjanjian internasional tidak dapat dipisahkan dengan hukum
perdagangan global, oleh karena hubungan baik yang terjadi dalam
bentuk kesepakatan atau persetujuan terhadap suatu konvensi
merupakan langkah awal untuk melangsungkan hubungan
perdagangan yang saling menguntungkan dan adil (fair trade).
Hubungan baik yang lahir dalam bentuk perjanjian internasional
merupakan harapan bagi setiap negara untuk menjalin suatu kerja
sama yang saling menguntungkan.
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Saat ini telah berkembang gerakan perdagangan global yang adil
didukung oleh berbagai negara maju dan berkembang, semata-mata
agar tercipta suasana perdagangan yang memberikan kemanfaatan
bersama. Tidak ada perdagangan yang ingin mengalami kerugian,
namun sebaliknya setiap perdagangan diharapkan akan memberikan
laba (profit). Hal itu perlu didukung semua pihak agar setiap
perjanjian yang merupakan hasil hubungan baik antara berbagai
negara atau perdagangan global mampu memberikan keuntungan.

Kehidupan umat manusia mampu mengembangkan teknologi
yang akan memudahkan terpenuhinya berbagai kebutuhan. Namun
hal itu bukan berarti seluruh aspek kehidupan masyarakatnya akan
dapat dipenuhi. Hal ini yang menjadi alasan bahwa setiap negara
mempunyai ketergantungan terhadap negara lain. Selain itu,
kemampuan sumber daya alam yang berbeda-beda setiap negara akan
menjadi keunggulan tersendiri yang mengakibatkan negara lain akan
mengalami ketergantungan karena sumber daya alam tertentu.

Hal itu menjadi dasar berpijak untuk melakukan perjanjian
internasional yang akan melahirkan hubungan dalam bidang
perdagangan yang saling menguntungkan. Namun berbagai faktor
dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan perdagangan
yang terjalin, misalnya konsistensi negara dan pihak-pihak yang
melakukan hubungan hukum untuk menunaikan kewajiban yang
telah disepakati. Pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum
dalam perdagangan internasional atau global, jika terjadi dispute atau
sengketa, maka forum penyelesaian sengketa biasanya sudah dimuat
dalam klausula perjanjian atau telah menjadi bagian dari konvensi
yang telah mengatur perdagangan, misalnya, World Trade
Organization (WTO).

1. Sejarah Perjanjian Internasional
Negara sebagai organisasi publik mempunyai fungsi dan peran
yang penting baik dalam mengurus rakyatnya maupun terhadap
urusan global atau internasional. Tidak ada pembatasan bagi
negara untuk menjalin suatu hubungan yang harmonis dengan
bangsa atau negara tertentu, sepanjang bangsa atau negara yang
bersangkutan tidak bertentangan dengan political will dari negara
yang akan diajak bermitra. Hal yang cukup penting diperhatikan
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sengketa tersebut, yang dicapai melalui mekanisme WTO,
mengubah regulasi perdagangan buah internasional dan
menunjukkan kapasitas lembaga tersebut untuk mendamaikan
isu-isu tarif yang kontroversial dan preferensi perdagangan dalam
konteks perjanjian-perjanjian historis. Kesimpulan panel
memberikan landasan bagi reformasi kebijakan impor pisang Uni
Eropa, menyelaraskannya dengan aturan WTO, dan mendorong
lingkungan perdagangan yang lebih liberal.

Pelajaran dari Kasus Sengketa Perdagangan yang Kompleks
Litigasi yang berlarut-larut antara Amerika Serikat dan komunitas
Eropa terkait produk baja memetik pelajaran berharga mengenai
kemampuan adaptasi dan ketahanan kerangka kerja perdagangan
internasional. Sengketa ini menyoroti perlunya interpretasi yang
cermat terhadap praktik perdagangan yang adil dan langkah-
langkah penyesuaian yang diberlakukan pada bahan baku dan
komoditas yang menjadi inti ekonomi industri.

a. Kasus ini menunjukkan kapasitas Organisasi Perdagangan
Dunia untuk meredakan ketegangan melalui mekanisme
terstrukturnya, yang mengarah pada evaluasi ulang tarif dan
penyelarasan kembali kebijakan dengan norma perdagangan
global.

b. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan yang tepat
waktu, karena perselisihan yang berlarut-larut dapat
menyebabkan dampak ekonomi yang berkelanjutan, yang
berdampak pada industri domestik dan hubungan
internasional.

Menegaskan perannya sebagai penengah, penanganan WTO
atas sengketa semikonduktor yang kompleks antara Jepang dan
Korea Selatan menggarisbawahi pentingnya klausul transfer
teknologi dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.
Penyelesaian sengketa ini menegaskan kembali bahwa
perlindungan hak kekayaan intelektual memainkan peran penting
dalam mendorong inovasi dan menjaga integritas perjanjian
perdagangan global.
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3. Bagaimana Strategi Negosiasi yang Efektif Menghasilkan
Solusi yang Dapat Diterima Bersama
Negosiasi strategis, pada hakikatnya, adalah seni menemukan
kepentingan bersama dan membangun solusi yang selaras dengan
kebutuhan pihak-pihak yang berkonflik. Penyelesaian sengketa
pisang yang telah berlangsung lama antara Uni Eropa dan negara-
negara Latin merupakan bukti efektifitas penggunaan strategi-
strategi ini, di mana diplomasi dan konsesi bersama membuka
jalan bagi hasil yang harmonis yang menyelesaikan
ketidakseimbangan tarif dan preferensi perdagangan, seperti
digambarkan dalam Tabel 10.3 berikut:

Tabel 10.3: Menyelesaikan Ketidakseimbangan Tarif dan
Preferensi Perdagangan

Dispute |Negotiation Strategy Resolution
EU-Latin Diplomatic discussions |Settlement of tariff disputes
Countries  |and mutual and alignment of trade
Banana concessions preferences with WTO
Dispute standards

(Sumber: Davy Karkason)

Sejalan dengan sentimen ini, pertikaian hukum yang
kompleks yang terlihat dalam sengketa kapas Brasil-Amerika
Serikat menunjukkan bagaimana negosiasi strategis dapat
menyelesaikan bahkan perbedaan perdagangan yang paling
mengakar sekalipun. Resolusi yang menguntungkan kedua belah
pihak ini muncul melalui upaya kompromi yang gigih, yang
menghasilkan meredanya ketegangan dan kesepakatan yang
saling menguntungkan terkait kebijakan pertanian dan subsidi.

Mencermati penyelesaian sengketa dalam perdagangan
global tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan
diawali dengan penyelesaian secara negosiasi antara para mitra
dagang dan apabila hal itu belum berhasil, dapat ditempuh
jenjang yang melibatkan Organisasi Perdagangan Dunia. Oleh
sebab itu menavigasi sengketa perdagangan internasional
membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme
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penyelesaian dalam kerangka kerja Organisasi Perdagangan
Dunia untuk memastikan praktik pasar yang adil dan stabil.
Pemahaman Penyelesaian Sengketa WTO dan peran Badan
Banding sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip
perdagangan bebas dan menyediakan platform untuk arbitrase
yang tidak memihak.

Melalui negosiasi strategis dan kepatuhan terhadap proses
yang telah ditetapkan, negara-negara anggota dapat menemukan
solusi yang dapat diterima bersama yang selaras dengan norma-
norma perdagangan global. Penyelesaian sengketa yang efektif
sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam perdagangan
internasional dan membina hubungan ekonomi yang
berkelanjutan antarnegara.
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Asuransi dan Kepailitan

Pendahuluan

Asuransi merupakan sebuah lembaga yang mempunyai peran untuk
mengalihkan dan membagi risiko serta memiliki manfaat yang baik
dan berguna untuk masyarakat, perusahaan asuransi selaku
penanggung, ataupun untuk mendukung pembangunan nasional.
Sebuah perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mengalihkan
risiko dari tertanggung atau pemegang polis mempunyai peran besar
di dunia ekonomi serta dapat memajukan usahanya karena
mempunyai tujuan yang besar. Adapun premi yang terkumpul dari
pembayaran oleh para tertanggung dapat digunakan perusahaan
asuransi untuk mendukung pembangunan nasional di Indonesia.
Selain itu, perusahaan asuransi hadir sebagai upaya untuk
menyediakan penggantian biaya kerugian apabila dalam proses
pelaksanaan pembangunan mengalami risiko yang tidak diprediksi
sebelumnya (Sastrawidjaja, 2003).

Adapun beberapa manfaat positif perusahaan asuransi ini perlu
untuk terus dipertahankan dan dikembangkan. Tetapi untuk
mengembangkan eksistensi perusahaan asuransi serta mekanisme
ganti kerugian terhadap risiko yang tidak tentu ini perlu didukung
dengan adanya penguatan dan pembentukan perundang-undangan
yang sesuai dengan kebutuhan dan memadai, peningkatan kesadaran
masyarakat akan pentingnya mengalihkan dan mengantisipasi risiko,
iktikad baik para pihak dengan kejujuran, peningkatan pelayanan
prima dari penyedia asuransi, dan peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan manfaat
serta pentingnya asuransi.

Adapun beberapa upaya dari pemerintah untuk mengembangkan
dan membangun bidang usaha asuransi terlihat melalui beberapa hal
seperti halnya membuat dan mengeluarkan berbagai peraturan
tentang perizinan usaha perusahaan asuransi jiwa, tata cara perizinan
usaha dan pemenuhan deposito perusahaan-perusahaan asuransi
kerugian, perizinan usaha perusahaan reasuransi, pengawasan atas
usaha perasuransian, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah telah
menjadikan asuransi sebagai lembaga jaminan sosial masyarakat.
Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa “perjanjian
untung-untungan terdiri dari perjanjian asuransi, bunga cagak hidup
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beserta peraturan pelaksanaannya, serta memberikan status bagi
OJK sebagai lembaga yang dapat mengajukan permohonan pailit
sebuah lembaga keuangan, baik bank ataupun non-bank,
termasuk perusahaan asuransi. OJK mengajukan permohonan
pailit didasarkan pada sebuah surat kuasa khusus, kemudian
terkait dengan perwakilan kreditor yang dapat diajukan untuk
berperkara sengketa kepailitan dapat dilakukan oleh Direksi OJK
melalui staf internal OJK. Pentingnya peran OJK dalam
memberikan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi
merupakan bentuk tanggung jawab OJK untuk bisa memberikan
kepercayaan kepada masyarakat, khususnya bagi
konsumen/tertanggung/pemegang  polis  asuransi, serta
mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan
nasabah asuransi tersebut. OJK juga wajib memastikan bahwa
perusahaan asuransi yang pailit tersebut dapat memenuhi hutang
klaim atau pembayaran atas hak kreditor (Hasanah et al., 2023).

Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit
terhadap Hak-Hak Tertanggung

Prestasi sebuah perjanjian dari para pihak diatur dalam Pasal
1234 KUHPerdata, apabila prestasi dalam ketentuan pasal
tersebut tidak dipenuhi maka ketentuan yang berlaku pada Pasal
1243 KUHPerdata terkait dengan wanprestasi dapat berlaku
apabila perusahaan asuransi yang dalam hal ini menjadi pihak
debitor diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian apabila
telah terbukti melakukan kelalaian karena ketidakmampuan
dalam memenuhi prestasi perjanjian asuransi antara penanggung
dengan tertanggung, adapun maksud dari memberikan ganti
kerugian bagi pihak yang dirugikan disebabkan karena
ketidakmampuan memenuhi kewajiban atau prestasi yang
disepakati antara para pihak, yaitu kewajiban perusahaan
asuransi untuk mengganti kerugian atau permohonan klaim yang
diajukan tertanggung yang telah membayar sejumlah premi untuk
melindungi dari risiko yang terjadi, tetapi justru oleh perusahaan
asuransi klaim itu tidak diterima/ditolak atau bahkan tidak
dipenuhi dengan alasan ketidakmampuan perusahaan
menyediakan dana karena alasan perusahaan telah di pailitkan.
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Akibat dari kepailitan ini, sebagai seorang direksi, saya harus
bertanggung jawab mulai saat awal hingga selesai proses pailit
untuk memenuhi seluruh kewajiban hutang klaim tertanggung.
Sebelum dinyatakan pailit, sebuah perusahaan asuransi dapat
melakukan upaya penyehatan. Jika upaya penyehatan tidak
berhasil, maka dapat dilakukan likuidasi sebagai langkah sebelum
adanya tahap pembubaran perseroan atau badan hukum serta
perusahaan asuransi yang telah mengajukan permohonan pailit
(Alfonso et al.,, 2022). Pernyataan pailit tersebut dapat diputus
oleh Pengadilan Niaga yang berwenang apabila memenuhi
persyaratan debitur tersebut. Adapun persyaratan debitor dapat
diajukan permohonan pailit apabila memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU
Kepailitan, seperti debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor
dan tidak mampu memberikan pemenuhan kewajiban atau
pembayaran sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo serta
bisa dilakukan penagihan.

Kepailitan dimulai dengan adanya putusan hakim Pengadilan
Niaga yang berwenang. Akibat dari putusan pailit ini, berdasarkan
pasal 24 UU Kepailitan, sejak tanggal dikeluarkannya putusan
pernyataan pailit ini oleh hakim yang berwenang, maka debitor
pailit demi hukum sudah kehilangan seluruh haknya untuk bisa
menguasai dan serta melakukan pengurusan akan harta atau aset
kekayaan yang telah masuk sebagai harta pailit. Dalam artian
bahwa pihak debitor telah kehilangan hak-hak keperdataan, yang
dapat diartikan bahwa debitor tidak memiliki kewenangan lagi
untuk bisa mengawasi, menguasai, memiliki, dan mengelola harta
kekayaan serta aset yang dimiliki debitor dalam perusahaan yang
dinyatakan pailit tersebut. Kewenangan pemberesan dan
pengurusan akan harta pailit beralih dari pihak debitor kepada
pihak kurator dibawah pengawasan dari Hakim Pengawas.
Putusan pernyataan pailit kepada debitor okeh hakim Pengadilan
Negeri telah memberikan akibat bahwa sita harta pailit umum
dapat dilakukan demi kepentingan bagi pihak-pihak kreditor, lalu
untuk selanjutnya pihak-pihak kreditor memiliki kesempatan
untuk dapat mengajukan tagihan atau hutang akan pembayaran
bagi hak mereka kepada kurator yang bersangkutan.
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Setelah adanya pernyataan pailit tersebut, perlu adanya
mekanisme perlindungan hukum bagi tertanggung/pemegang
polis/peserta/konsumen perusahaan asuransi (penanggung)
yang telah dinyatakan pailit dapat dilakukan melalui mekanisme
perlindungan hukum secara preventif dan represif. Upaya
perlindungan hukum preventif dapat dilakukan kepada konsumen
asuransi sesuai dengan yang diatur pada KUHPerdata, UU
Kepailitan, UU OJK, dan UU Perasuransian. Beberapa peraturan
tersebut sudah menyediakan mekanisme perlindungan hukum,
seperti halnya memberikan kepastian hukum akan kedudukan
hukum konsumen asuransi apabila terjadi Kkepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan
asuransi tersebut karena ketidakmampuan melunasi hutang klaim
dan kewajiban dari konsumen/tertanggung asuransi. Kemudian
untuk selanjutnya terkait dengan upaya perlindungan hukum
represif dapat ditempuh oleh para pihak dengan melibatkan pihak
ketiga melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar
pengadilan yang telah ada di Indonesia seperti Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau upaya lain seperti
penyelesaian melalui arbitrase atau dapat pula mengajukan
gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang berwenang
(Ramadiyanti & Wisudawan, 2024).
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Pendahuluan
1. Konsep Dasar Pengangkutan Dalam Hukum Dagang

Konsep dasar pengangkutan dalam hukum dagang berangkat dari
pemahaman bahwa pengangkutan (carriage of goods) adalah
proses pemindahan orang atau barang melalui darat, laut, dan
udara yang tunduk pada seperangkat norma hukum terkait hak,
kewajiban, dan tanggung jawab para pihak, terutama pengangkut
dan pengguna jasa. Literatur internasional menempatkan hukum
pengangkutan sebagai bagian dari commercial law yang mengatur
risiko, kewajiban kontraktual, dan pembatasan tanggung jawab
pengangkut selama proses transportasi (Smith, 2021). Dalam
konteks Indonesia, Purwosutjipto (1991) menegaskan bahwa
hukum pengangkutan merupakan bagian integral dari hukum
dagang karena mengatur hubungan hukum antara pengusaha
pengangkutan dengan pengguna jasa, termasuk syarat sah
perjanjian, risiko kerugian, serta dokumen angkutan. Pemikiran
ini kemudian diperluas oleh Nugroho dan Haq (2020), yang
menekankan bahwa pengangkutan tidak hanya aktivitas
memindahkan barang, melainkan suatu rezim kontraktual yang
sarat risiko dan memerlukan kepastian hukum untuk melindungi
penumpang maupun pemilik barang.

2. Pentingnya Pengangkutan Bagi Kegiatan Perdagangan
Pentingnya pengangkutan bagi kegiatan perdagangan sangat
terlihat dari posisinya sebagai tulang punggung rantai pasok
global. Studi logistik modern menunjukkan bahwa efektivitas
pengaturan pengangkutan berpengaruh langsung terhadap
kepastian penyerahan barang, pembagian risiko, serta
pembebanan biaya antara penjual dan pembeli dalam transaksi
domestik maupun internasional (Gonzalez & Ramirez, 2022).
Dengan adanya aturan pengangkutan yang jelas, pelaku usaha
dapat memperkirakan biaya logistik, premi asuransi, dan risiko
keterlambatan secara lebih tepat, sehingga meningkatkan daya
saing ekonomi. Penelitian terbaru dalam bidang rantai pasok juga
menegaskan bahwa globalisasi, e-commerce, dan digitalisasi
dokumen angkutan meningkatkan kompleksitas transportasi,
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sehingga hukum pengangkutan harus mampu merespons isu baru
seperti multimodal transport, electronic bill of lading, dan sistem
manajemen risiko yang semakin digital (Lee, 2023). Dengan
demikian, pengangkutan bukan hanya instrumen teknis, tetapi
juga elemen strategis bagi perdagangan, investasi, dan integrasi
ekonomi.

Ruang Lingkup Pengaturan Pengangkutan di Indonesia
Ruang lingkup pengaturan pengangkutan di Indonesia bersifat
multiregim, tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral.
Pengangkutan darat diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009, yang memandang angkutan jalan sebagai satu sistem
terpadu yang meliputi kendaraan, pengemudi, jalan, serta
pergerakan orang dan barang. Pengangkutan laut diatur oleh
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang
kemudian diperbarui melalui UU No. 66 Tahun 2024, menetapkan
penyelenggaraan pelayaran sebagai sistem nasional yang
mencakup angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan
pelayaran, hingga perlindungan lingkungan maritim. Sementara
itu, pengangkutan udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang memuat ketentuan
mengenai angkutan udara, navigasi, keselamatan, keamanan, dan
penjaminan mutu pelayanan. Di atas seluruh peraturan khusus
tersebut, doktrin hukum dagang Indonesia melalui karya
Purwosutjipto (1991) serta analisis Nugroho dan Haq (2020)
menempatkan KUHD dan KUHPerdata sebagai dasar umum
perikatan pengangkutan, berlaku sepanjang tidak disimpangi oleh
undang-undang khusus atau konvensi internasional.

Prinsip Umum Hukum Perjanjian Dalam Pengangkutan

Prinsip umum hukum perjanjian dalam pengangkutan pada
dasarnya mengikuti asas-asas kontrak dalam KUHPerdata, seperti
asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik.
Namun, perjanjian pengangkutan memiliki karakter khusus
karena adanya rezim tanggung jawab pengangkut yang lebih ketat.
Dalam hubungan kontraktual, pengangkut wajib menyediakan
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sarana yang laik jalan atau laik laut/udara, serta bertanggung
jawab atas keselamatan penumpang dan keamanan barang hingga
tempat tujuan. Literatur hukum kontrak modern menunjukkan
bahwa rezim tanggung jawab pengangkut cenderung bergerak
menuju model presumed liability dan bahkan mendekati strict
liability, khususnya pada pengangkutan laut dan udara, sebagai
bentuk perlindungan terhadap pengguna jasa yang posisinya lebih
lemah (Ahmed, 2022). Pengangkut hanya dapat dibebaskan
apabila mampu membuktikan adanya keadaan yang dikecualikan,
seperti force majeure, cacat barang, atau kesalahan pihak ketiga.
Dengan demikian, perjanjian pengangkutan memadukan
kebebasan berkontrak dengan prinsip perlindungan hukum,
memastikan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan
keadilan bagi pengguna jasa.

Dasar Hukum Pengangkutan di Indonesia
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Dalam sistem hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) merupakan salah satu pilar utama pengaturan
kegiatan usaha, termasuk pengangkutan. KUHD yang berasal dari
Wetboek van Koophandel Belanda memuat ketentuan mengenai
perniagaan, perusahaan, dan perjanjian Kkhusus seperti
pengangkutan laut, asuransi laut, serta dokumen-dokumen niaga.
Purwosutjipto (1991) menjelaskan bahwa KUHD berfungsi
sebagai lex specialis terhadap KUHPerdata dalam hal hubungan-
hubungan yang bernuansa dagang, misalnya perjanjian
pengangkutan barang melalui laut, pertanggungan, dan
penggunaan surat berharga. Dalam konteks pengangkutan, KUHD
mengatur tanggung jawab pengangkut, pembatasan tanggung
jawab, serta kedudukan konosemen sebagai bukti perjanjian dan
tanda bukti kepemilikan barang. Penelitian Oloan dan Sitorus
(2020) juga menunjukkan bahwa meskipun banyak undang-
undang sektoral baru telah lahir, ketentuan KUHD masih dijadikan
rujukan dasar oleh hakim dan praktisi ketika undang-undang
khusus tidak mengatur secara eksplisit.
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atau surat muatan darat, karena layanan ini bersifat cepat dan
massal. Satrio (2019) menyatakan bahwa kontrak baku
diperlukan untuk efisiensi namun tetap harus memenuhi asas
perlindungan konsumen. Pada pengangkutan udara, hubungan
kontraktual penumpang dibuktikan melalui tiket yang berfungsi
sebagai bukti perjanjian dan hak untuk diterbangkan, sedangkan
airway bill digunakan untuk pengiriman barang. Sebaliknya,
pengangkutan laut memakai konosemen yang berfungsi sebagai
tiga hal sekaligus: bukti penerimaan barang, bukti kontrak, dan
dokumen kepemilikan, serta kontrak khusus seperti charter party
untuk penyewaan kapal. Wilson (2010) menjelaskan bahwa
kompleksitas perdagangan internasional membuat kontrak laut
jauh lebih rinci dibanding moda lainnya.

4. Perbedaan Batas Tanggung Jawab
a. Darat: batas tanggung jawab mengikuti UU 22/2009 dan
prinsip perdata.
b. Udara: dua tingkat tanggung jawab (Montreal Convention).
c. Laut: dasar pembatasan menurut Hague-Visby Rules dan
kontrak pengangkutan.

Perbedaan batas tanggung jawab mencerminkan perbedaan
risiko tiap moda. Pada pengangkutan darat, batas tanggung jawab
biasanya didasarkan pada ketentuan UU 22/2009 serta asas
perikatan dalam KUHPerdata, dan bergantung pada pembuktian
kelalaian pengangkut. Dalam pengangkutan udara, Dempsey
(2016) menjelaskan adanya sistem dua tingkat tanggung jawab:
tanggung jawab tanpa batas pada kerugian tertentu dan batas
nominal khusus untuk kerugian lainnya. Pada pengangkutan laut,
Hague-Visby Rules menentukan pembatasan berdasarkan berat
atau unit barang, sedangkan Rotterdam Rules memperkenalkan
model tanggung jawab yang lebih fleksibel. Berlingieri (2009)
menekankan bahwa pembatasan tanggung jawab di moda laut
sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha pelayaran
karena risiko kerugian yang sangat besar.
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5. Keunggulan dan Kelemahan Tiap Moda
a. Pengangkutan Darat

1) Keunggulan: fleksibel, biaya relatif murah, jangkauan baik

dalam kota.

2) Kelemahan: risiko kecelakaan tinggi, keterbatasan

kapasitas, terpengaruh macet.
b. Pengangkutan Udara

1) Keunggulan: paling cepat, cocok untuk jarak jauh dan

barang bernilai tinggi.

2) Kelemahan: biaya tinggi, ketergantungan cuaca, regulasi

sangat ketat.
c. Pengangkutan Laut

1) Keunggulan: kapasitas terbesar, biaya per unit murah,

mampu antarnegara.

2) Kelemahan: waktu pengiriman lama, terpengaruh cuaca,

risiko bahaya laut.

Setiap moda memiliki keunggulan dan kelemahan yang harus
dipertimbangkan pengguna jasa maupun regulator. Pengangkutan
darat menawarkan fleksibilitas, biaya rendah, dan kemudahan
jangkauan, sehingga ideal untuk distribusi lokal dan regional.
Namun, menurut Huda (2018), moda ini rentan terhadap
kemacetan dan kecelakaan sehingga mempengaruhi ketepatan
waktu dan keselamatan. Pengangkutan udara unggul dalam
kecepatan dan efisiensi jarak jauh serta cocok untuk mengangkut
barang bernilai tinggi, tetapi biaya operasional dan risiko teknis
menjadi kelemahan utama. Dempsey (2016) menyebutkan bahwa
regulasi ketat dan keluhan keterlambatan juga menjadi isu
penting dalam pelayanan udara. Pengangkutan laut memiliki
kapasitas terbesar dan biaya per unit barang yang paling
ekonomis, sehingga menjadi tulang punggung perdagangan
internasional. Tetapi, Berlingieri (2009) mengingatkan bahwa
moda ini menghadapi risiko cuaca, bahaya laut, dan waktu
pengiriman yang jauh lebih panjang. Perbandingan ini
menunjukkan bahwa tidak ada moda yang sepenuhnya unggul;
masing-masing memiliki peran strategis sesuai konteks distribusi
dan kebutuhan pengguna jasa.
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Pendahuluan

Persaingan usaha merupakan tonggak utama dalam perkembangan
ekonomi suatu negara. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat,
tentu akan memunculkan perekonomian yang baik pula bagi suatu
negara, karena ketika terjadi persaingan usaha yang sehat, setiap
pengusaha tentu akan memunculkan inovasi-inovasi baru dalam
suatu usaha. Ketika terjadi inovasi-inovasi baru, tentunya akan
memunculkan usaha-usaha yang berkembang pula, dan dengan
adanya usaha-usaha yang muncul dan berkembang dalam suatu
negara, tentu akan memajukan suatu perekonomian suatu negara
tersebut menjadi lebih mandiri.

Pada sistem pasar modern, keberadaan persaingan yang terbuka
diyakini mampu mendorong pelaku usaha untuk berinovasi,
menghadirkan produk yang lebih baik, serta menawarkan harga yang
lebih kompetitif bagi konsumen. Namun pada saat yang sama
dinamika pasar juga memperlihatkan kecenderungan terjadinya
praktik yang dapat merusak mekanisme persaingan, seperti
pembentukan kartel, penyalahgunaan posisi dominan,
persekongkolan tender, hingga marger yang berpotensi menimbulkan
konsentrasi pasar yang berlebihan. Fenomena tersebut menegaskan
perlunya perangkat hukum yang mampu memastikan agar persaingan
yang berkembang tetap berada dalam koridor yang sehat.

Di Indonesia, perhatian terhadap pentingnya pengaturan
persaingan usaha semakin menguat seiring transformasi ekonomi
nasional menuju pasar yang lebih terbuka dan kompetitif. Dengan
adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan
tonggak utama dalam pembentukan rezim hukum persaingan modern
di Indonesia. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini,
menunjukan bahwa negara turut andil dalam mencegah terjadinya
persaingan usaha yang tidak sehat, serta sebagai upaya perlindungan
bagi konsumen sebagai pihak yang paling terdampak dari
ketidakseimbangan pasar. Selain itu, keberadaan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen memberikan
ruang bagi penegakan hukum yang lebih efektif melalui mekanisme
penyelidikan, pemeriksaan, dan pengambilan putusan terhadap
dugaan pelanggaran.
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Berkaitan dengan penegakan hukum persaingan usaha yang
terdapat di Indonesia, dalam hal ini perjalanan dalam penegakan
hukumnya tentu tidak mudah; tentu terdapat beberapa tantangan
yang dihadapi. Perkembangan teknologi digital yang kian maju juga
merupakan salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi
persoalan terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat.
Persoalan-persoalan baru yang muncul dalam era teknologi saat ini
seperti dominasi platform raksasa, pemanfaatan big data sebagai
hambatan masuk, dan praktik algoritmik yang secara halus dapat
mengarah pada koordinasi harga. Situasi ini mengharuskan adanya
pembaruan cara pandang, baik dalam aspek regulasi maupun
penegakan hukum, agar hukum persaingan usaha tetap relevan dan
efektif.

Pada bab ini, kita akan mempelajari terkait dengan persaingan
usaha yang terdapat di Indonesia, mulai dari urgensi pengaturannya,
dasar hukum, hingga contoh-contoh persaingan usaha tidak sehat atau
praktik monopoli yang terdapat di Indonesia.

Urgensi Pengaturan Hukum Persaingan Usaha
Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak
dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antarpelaku
usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Dalam sejarahnya
upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak
tahun 1970-an. Berbagai rancangan undang-undang dan naskah
akademis telah dimunculkan, namun baru pada tahun 1998, sebagian
karena desakan International Monetary Fund (IMF), pembicaraan
untuk membentuk undang-undang yang mengatur masalah
persaingan secara serius dilakukan (Hikmahanto Juwana, 1999: 359).
Sebenarnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya
para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara
komprehensif mengatur mengenai persaingan sehat. Keinginan
ataupun previlege kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian
dari apa, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan
praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Dikatakan
komprehensif, karena sebenarnya secara pragmentaris, batasan
hanya yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sah atau
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6. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha atau
saham.

Berdasarkan sistematika menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 seperti di atas, dapat juga mendeskripsikan ruang lingkup
dari hukum antimonopoli sebagai berikut:

Tentang pembatasan persaingan yang horizontal;

Tentang pembatasan persaingan yang vertikal;

Tentang penguasaan pangsa pasar yang besar

Tentang penyalahgunaan posisi dominan:

Tentang diskriminasi harga:

Tentang merger dan akuisisi;

Tentang badan penegakan hukum.

Tentang sanksi-sanksi:

Tentang prosedur penegakan hukum,

10 Tentang perkecualian-perkecualian (Munir Fuady, 1999: 10-11).

© PN G A WD R

Di negeri Belanda ada beberapa perjanjian yang telah dinyatakan
tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan Kketentuan anti-
monopoli dan persaingan curang, yaitu:

1. Perjanjian yang berhubungan dengan penetapan harga jual
kembali, termasuk perjanjian yang membatasi kebebasan dari
pengecer untuk memberikan fasilitas kepada konsumen;

2. Perjanjian yang berhubungan dengan penetapan harga jual secara
individual dalam kaitannya dengan kelangsungan dan eksistensi
dari barang-barang konsumsi;

3. Perjanjian yang menentukan suatu arbitrase yang mengikat
terhadap sengketa yang mungkin timbul dalam hubungan dengan
perjanjian yang restriktif sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang:

4. Ketentuan yang merupakan bagian dari perjanjian yang restriktif
dan mempunyai dampak terhadap diskriminasi yang didasari
kepada ras (Steven R. Schuit sebagaimana dalam Munir Fuady,
1999: 11).

Sebagai perbandingan, Antitrust Law Amerika Serikat melarang
antara lain hal-hal sebagai berikut:
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1. pembuatan perjanjian (contract) melakukan penggabungan
(combi-nation) dalam bentuk trust atau bentuk lainnya atau
melakukan per-sekongkolan (conspiracy) yang mengakibatkan
terjadinya restraint of trade or commerce di antara beberapa
negara bagian, atau dengan negara-negara asing (Sherman Act);

2. Melakukan monopolisasi atau berusaha untuk memonopoli, atau
melakukan penggabungan atau persekongkolan dengan pihak
atau pihak-pihak lain, memonopoli bagian dari suatu kegiatan
usaha (trade or commerce) di antara beberapa negara bagian, atau
dengan negara-negara asing (Sherman Act),

3. Melakukan diskriminasi harga terhadap para pembeli barang yang
sama tingkat dan kualitasnya dan yang mengakibatkan
berkurangnya persaingan secara substansial atau cenderung
menimbulkan monopoli (Clayton Act) (Sutan Remy Sjahdeini,
2000: 9).

Demikian pula, berdasarkan survei United Nations Conference on
Trade and Development (UNTACD) yang dilakukan di berbagai
negara, esensi Undang-Undang Antimonopoli adalah pelarangan
terhadap:

1. Perjanjian tertutup
Pelarangan terhadap perjanjian yang mengatur harga,
menyamakan harga, mengatur pasar, syarat-syarat penjualan,
maupun tying contract. Contoh tying conmart, misalnya penjualan
susu yang dikaitkan dengan sikat gigi. Hal ini tidak adil bagi
penjual yang tidak bias mengikatkan diri pada penjualan produk
susu.

2. Price discrimination dan price fixing
Contoh price discrimination, seperti menjual produk dengan harga
yang berbeda pada 2 (dua) orang. Contoh price fixing adalah
pelaku usaha yang menetapkan harga jual kembali apabila barang
tersebut akan dijual kembali oleh pembeli.

3. Pembagian pasar atau konsumen
Misalnya pembagian wilayah pada penjualan semen. Untuk daerah
timur diberikan kepada Semen Tonasa dan wilayah barat kepada
Semen Padang.
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4. Collusive tendering atau bid rigging
Collusive tendering atau bid rigging adalah suatu tindakan yang
dilakukan oleh para peserta tender untuk memenangkan satu
peserta tender, dengan cara berpura-pura menjadi kompetitor. Di
Indonesia dikenal dengan istilah tender arisan." Tender ini
merupakan kecenderungan di seluruh dunia, di mana di Indonesia
biasanya terdapat pada proyek pemerintah.

5. Boaycott
Boycott adalah tidak membeli dari atau menjual kepada satu
pelaku tertentu.

6. Cartel
Dalam pasar oligopoli cenderung untuk melakukan kartel.

7. Merger dan akuisisi
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merger dan akuisisi
belum dijelaskan secara Kkhusus karena masih diperlukan
peraturan pemerintah.

8. Predatory behavior
Predatory behavior didasarkan pada rule of reason. Misalnya, satu
pabrik menjual murah dibawah produksi, apakah hal itu termasuk
predatory? Kalau memakai perse illegal, dipastikan bahwa
perilaku tersebut cenderung membunuh pelaku lain. Akan tetapi,
apabila menggunakan rule of reason, harus dicari alasan
dibaliknya, apakah memang akan mengakibatkan pelaku lain mati
untuk kemudian diambil alih, atau memang karena pelaku
tersebut sudah akan bangkrut, atau mempunyai stok barang-
barang yang tidak laku (semacam cuci gudang). Hal ini sering
terjadi di Jepang, yang melakukan hal itu dengan alasan efisiensi

(Sutrisno Iwantono, 2002: 6-7).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya mengikuti
pola yang dikembangkan oleh UNTACD, karena secara substansial
telah mengikuti standar-standar internasional di mana pada waktu
penyusunannya telah menyertakan ahli-ahli dari Jerman dan Amerika
Serikat yang memberikan konsultasi kepada DPR (Sutrisno Iwantono,
2002:7).
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Konsep dan Karakteristik Perdagangan Elektronik
Perdagangan elektronik (electronic commerce atau e-commerce) ialah
tahapan jual beli barang dan jasa yang dilangsungkan melalui
pemanfaatan jaringan internet menggunakan sistem digital. Menurut
Laudon dan Traver, e-commerce mencakup transaksi komersial
daring, kegiatan promosi, distribusi informasi, dan pelayanan
pelanggan berbasis elektronik (Laudon, K. C., & Traver, 2023). Dalam
konteks ekonomi digital, e-commerce menjadi tulang punggung
transformasi bisnis modern yang mengintegrasikan teknologi
informasi, komunikasi, dan manajemen rantai pasok.

Karakteristik utama e-commerce meliputi transaksi tanpa batas
ruang dan waktu, otomatisasi proses bisnis, serta keterlibatan
berbagai platform seperti marketplace, media sosial, dan situs web
mandiri (Koteler & Keller, 2016). Faktor kenyamanan (convenience),
personalisasi, dan efisiensi biaya menjadikan e-commerce sebagai
strategi utama dalam memperluas pangsa pasar.

E-commerce dianggap sebagai kegiatan komersial online yang
menekankan pada pertukaran komoditas, baik barang ataupun jasa,
melalui sarana elektronik, khususnya internet (Qin, 2009). Salah satu
alasan e-commerce diminati masyarakat ialah karena dalam sistem e-
commerce penjual (seller) tak diwajibkan bertemu langsung (face to
face) dengan konsumen (buyer). Transaksi dapat tercapai melalui
surat-menyurat elektronik (electronic email), telekopi, dan lainnya.
Pembayaran juga dijalankan melalui perantara internet (online), di
mana sistem tersebut dipandang lebih efisien (Ustadiyanto, 2002).

Transaksi elektronik (e-commerce) serta transaksi konvensional
mempunyai kemiripan, yakni mempunyai tahap penawaran,
menerima penawaran, pembayaran, serta penyerahan barang. Yang
membedakannya dari kedua transaksi itu ialah transaksi elektronik
(e-commerce) berjalan tanpa tatap muka lalu prosesnya terjadi relatif
lebih cepat dan mudah. Dikarenakan tak terdapat perbedaan konsep
di antara kedua jenis transaksi itu, maka pada hakikatnya suatu
kontrak yang terjadi pada transaksi elektronik sama dengan kontrak
komersial konvensional.
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Secara umum, terdapat lima model utama e-commerce, yaitu:

1. Business-to-Business (B2B)—transaksi antar pelaku usaha
(misalnya Alibaba, Indotrading).
Model B2B merujuk pada transaksi elektronik antar pelaku usaha
atau entitas bisnis. Transaksi ini biasanya mencakup penjualan
produk dalam kuantitas yang besar, pengadaan bahan baku, atau
layanan korporasi antarperusahaan. Tujuan utamanya adalah

Dari sisi hukum, B2B di Indonesia tunduk pada prinsip

kebebasan berkontrak seperti yang dijabarkan pada “Pasal 1338
KUHPerdata,” serta kewajiban perlindungan data dan keamanan
transaksi sebagaimana dijabarkan pada “UU Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” dan
“PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PMSE).”

2. Business-to-Consumer (B2C)—transaksi antara pelaku usaha
dan konsumen akhir (Tokopedia, Shopee, Amazon).
Model B2C merupakan tipe e-commerce paling dikenal
masyarakat, yakni pelaku usaha menjual produk atau jasa
langsung pada konsumen akhir melalui platform digital. Dari
perspektif hukum, B2C sangat terkait dengan perlindungan
konsumen, sebagaimana dijabarkan pada “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” serta
aturan penyelesaian sengketa online atau “Online Dispute
Resolution.”

3. Consumer-to-Consumer (C2C)—interaksi antara konsumen,
seperti OLX atau Facebook Marketplace.
Model C2C ialah transaksi yang ada antara individu atau
konsumen melalui platform digital yang berperan sebagai
perantara. Model ini memungkinkan setiap orang menjadi penjual
sekaligus pembeli. Contohnya meliputi OLX, Facebook
Marketplace, dan Tokopedia C2C Store.
Dalam konteks hukum, model C2C menimbulkan tantangan
dalam penegakan tanggung jawab hukum (liability). Karena
pelaku transaksi bukan badan usaha formal, maka penerapan UU
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Perlindungan Konsumen sering kali sulit dilakukan. Oleh karena
itu, platform digital memiliki kewajiban moral dan kontraktual
untuk menyediakan mekanisme perlindungan dan pengawasan
(Widiarty et al., 2024).

4. Consumer-to-Business (C2B)—Individu menawarkan jasa
kepada perusahaan, contohnya platform freelancer.
Model Consumer-to-Business (C2B) membalik paradigma
tradisional dengan menempatkan individu atau konsumen
sebagai pihak yang menawarkan jasa, ide, atau konten kepada
perusahaan. Contohnya dapat ditemukan pada platform
Freelancer.com, Upwork, Fiverr, serta model influencer marketing
di media sosial.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah merespons melalui
“Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022” yang
menyoroti perlindungan pekerja ekonomi digital. Namun, banyak
aspek seperti jaminan sosial dan hak atas data pribadi masih
menjadi isu kebijakan yang perlu diperjelas.

Selain itu, model C2B mendorong perusahaan untuk
mengadopsi sistem pembayaran internasional dan manajemen
proyek lintas batas dengan mempertimbangkan ketentuan pajak
internasional dan aturan transaksi lintas yurisdiksi.

5. Government-to-Citizen (G2C)—layanan publik digital, seperti
pembayaran pajak online.
Model G2C menjabarkan interaksi pemerintah dan masyarakat
dalam penyediaan layanan publik berbasis digital. Contohnya
meliputi pembayaran pajak online (DJP Online), layanan e-KTP,
BPJS Kesehatan Digital, dan Layanan OSS (Online Single
Submission).

G2C merupakan bagian dari kebijakan e-Government dan
transformasi digital publik seperti dijabarkan pada “Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE).” Tujuannya adalah untuk
menumbuhkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas
pelayanan publik melalui teknologi digital.
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Aspek Hukum Dalam Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa
perubahan mendasar dalam sistem perdagangan global, termasuk di
Indonesia. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya mengandalkan
interaksi fisik kini bergeser menjadi berbasis elektronik melalui
media internet. Fenomena ini melahirkan bentuk perdagangan baru
yang dikenal dengan istilah electronic commerce atau e-commerce.
Belanja online memiliki banyak keuntungan dibandingkan toko fisik,
termasuk pengurangan waktu perjalanan dan biaya bensin, serta
perluasan basis pelanggan potensial. Namun, masalah hukum baru
muncul akibat pertumbuhan ini, yang berfokus pada potensi
munculnya masalah perlindungan konsumen dalam konteks transaksi
elektronik.

Dalam konteks Indonesia, regulasi terkait transaksi elektronik
telah diatur melalui “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” sebagaimana telah
diubah dengan “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK).” Kedua UU tersebut menjadi dasar normatif bagi
pelaksanaan dan penegakan hukum dalam aktivitas perdagangan
berbasis elektronik. Meskipun demikian, implementasinya masih
menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal perlindungan
hak konsumen, tanggung jawab pengusaha, serta mekanisme
penuntasan sengketa yang efektif.

Konsumen sebagai pihak yang relatif lemah di lingkup hukum
ekonomi digital sering kali menjadi korban dari praktik perdagangan
tidak jujur, penipuan daring (online fraud), penyalahgunaan data
pribadi, hingga kegagalan sistem digital yang merugikan secara
finansial. Kondisi ini memperkuat urgensi keberadaan instrumen
hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menyediakan jaminan
perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan untuk masyarakat.
Perlindungan hukum pada konsumen terkait transaksi elektronik
tidak dapat dipahami dari perspektif peraturan semata, melainkan
harus mencakup implementasi, penegakan hukum, serta kesadaran
hukum dari seluruh pihak yang terlibat.
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2. Tanggung Jawab karena Perbuatan Melawan Hukum
Dalam banyak kasus e-commerce, pelaku usaha dapat dikenai
tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum apabila
melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian tanpa dasar
perjanjian, seperti manipulasi harga, promosi palsu, atau
pengumpulan data pribadi secara tidak sah.

3. Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)
Ketika pelaku korporasi bertanggung jawab atas Kkerugian
pelanggan meskipun mereka belum membuktikan kesalahannya,
prinsip ini berlaku. Pelanggaran data atau cacat produk yang
sangat merugikan seringkali memerlukan penerapan model ini.
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Dampak Perkembangan Teknologi Perdagangan melalui
Ruang Digital

Teknologi yang semakin berkembang pesat memberikan arus
perubahan yang signifikan terhadap aktivitas perdagangan di
masyarakat. Perubahan yang diberikan bukan berarti perubahan
dalam arti yang negatif, namun sebaliknya, dengan adanya teknologi,
berbagai macam kemudahan diberikan tidak hanya bagi pelaku usaha
yang dapat menjual dan menawarkan barang ataupun jasanya tidak
hanya di satu platform digital, namun dapat memasarkan di beberapa
platform digital. Begitu juga konsumen diberikan kemudahan untuk
memilih sendiri barang atau jasa dengan berbagai macam pilihan,
dengan bermacam kualitas dengan harga beragam pula yang
ditawarkan dalam satu platform digital. Hal ini memberikan daya beli
di suatu negara menjadi meningkat dikarenakan konsumsi
masyarakatnya yang akan semakin naik sebagai dampak dari
kemudahan-kemudahan perdagangan secara elektronik yang
disediakan.

Adanya teknologi yang semakin maju tidak hanya berdampak
positif terhadap hubungan antara pelaku usaha dengan konsumennya,
namun keuntungan juga dirasakan dalam ruang lingkup persaingan
usaha. Dimana pelaku usaha akan bersaing secara sehat dan adil di
dalam platform digital yang terbuka dengan saling berlomba untuk
menawarkan barang sesuai dengan kualitas barang dan harga barang
dengan mengedepankan layanan untuk dapat menarik konsumen
untuk lebih memilih membeli produknya.

Meningkatnya daya beli di suatu negara sebagai dampak dari
pemanfaatan teknologi digital ini tidak hanya dirasakan negara-
negara maju saja yang secara infrastruktur telah siap untuk menerima
dan mengembangkan teknologi perdagangan secara digital ini, seperti
aplikasi marketplace “Shopee” yang berasal dari negara Singapura dan
marketplace “Amazon” dari negara Amerika. Namun pemanfaatan
teknologi digital ini juga dirasakan negara berkembang, salah satunya
adalah negara Indonesia yang dibuktikan dengan tersedianya
berbagai platform digital seperti aplikasi atau layanan online untuk
mendukung sistem perdagangan di wilayah Indonesia.
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Salah satu platform digital dalam rangka mendukung sistem
perdagangan dalam masyarakat Indonesia adalah tersedianya aplikasi
yang bernama “Gojek,” di mana aplikasi ini diciptakan bertujuan untuk
menghubungkan antara konsumen dengan mitra Gojek. Terdapat 2
(dua) jenis mitra Gojek, yaitu mitra pengemudi, yang adalah seorang
yang menyediakan jasa layanan di bidang transportasi pengantaran,
baik pengantar untuk penumpang manusia maupun pengantaran
berupa barang. Sedangkan mitra usaha adalah individu atau badan
usaha yang menyediakan produk, baik makanan atau minuman
maupun barang atau jasa, yang dijual dalam fitur “GoFood,” “GoShop,”
dan “GoMart” yang tersedia dalam aplikasi “Gojek.” Dengan demikian,
aplikasi “Gojek” berperan penting bagi naiknya daya beli masyarakat
di Indonesia, khususnya mengenai layanan transportasi dan
logistiknya serta meningkatnya bisnis mitra usahanya, termasuk
bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya bisnis
yang bergerak di bidang Food and Beverage (FnB).

Selain keterkaitannya dengan perdagangan yang terjadi antara
pelaku usaha dengan konsumen, maupun terkait dengan persaingan
usaha antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya, dampak
penggunaan teknologi juga tentu akan bersinggungan dengan
platform digital seperti website dan juga tidak lepas dari penggunaan
sosial media yang sangat bersinggungan dengan permasalahan Hak
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sebagai contoh yaitu penggunaan
lagu orang lain dalam cover lagu melalui website “Youtube” maupun
penggunaan cuplikan lagu melalui aplikasi “Tiktok” hingga
pengunggahan film secara ilegal melalui aplikasi “Telegram”. Dengan
demikian, walaupun terdapat berbagai macam keuntungan yang
dijanjikan dengan adanya perkembangan teknologi digital, ini juga
menimbulkan hambatan-hambatan, salah satunya hambatan dari segi
yuridisnya. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur
mengenai Teknologi Informasi, termasuk transaksi secara digital,
hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan diperbarui terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE).

Terkadang hukum tidak bisa mengimbangi perkembangan yang
terjadi di masyarakat yang dengan mudah dan cepat dapat berubah
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Intelligence (Al) yang dapat menganalisis kasus, mengidentifikasi
bukti digital, menganalisis dokumen hukum, hingga memberikan
rekomendasi putusan. Pemeriksaan perkara menggunakan bantuan
Al telah dilakukan di negara China dan terbukti secara efektif dapat
menyelesaikan suatu perkara (Lin, 2021).

Al juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya
pelanggaran hak cipta dengan cara menganalisis data-data dari
berbagai sumber, kemudian menganalisisnya, dan menemukan
pelanggaran dengan membandingkan tingkat kemiripannya. Hal ini
dapat membantu para penegak hukum untuk menentukan apakah ada
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Dengan demikian, bantuan Al tidak serta merta menjadi hakim
untuk memutus suatu perkara perselisihan dagang, namun dengan
bantuan Al dapat memberikan pertimbangan berupa analisis kasus
berdasarkan data yang nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi
hakim, sehingga putusan akhir tetap di tangan hakim.
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